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Sudarsono (E211 08 268), Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Di
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar xvii+107+8+1+1+20 (1985-
2006). Dibimbing oleh Drs. La Tamba, M.Si dan Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si.
Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen
pendapatan daerah sebagaimana yangdiatur dalam UU 34 Tahun 2000 tentang
pajak daerah. Salah satu pendapatan daerah adalah Retribusi terminal yang
dilakukan oleh Perusahaan daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar tidak mengherankan apabila efektivitas dalam pemungutan retribusi
terminal harus dibenahi agar bisa memberikan pemasukan bagi pendapatan asli
daerah. Retribusi terminal yang dimaksud tentunya adalah pemungutan yang
cepat,tepat dan sesuai dengan target yang direncanakan. Mengingat bahwa
sebuah daerah akan bias menjalankan pembangunan dengan baik apabila
didukung oleh penerimaan retribusi terminal yang berjalan dengan baik guna
menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat. Dengan semangat inilah
pemerintah kota Makassar dalam hal ini Pengelola Perusahan Daerah Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar mencanangkan program retribusi terminal,
untuk meningkatkan pemasukan pendapatan daerah demi terciptanya
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat
undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-
undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahan daerah, dan Keputusan walikota
Makassar nomor 7039 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja perusahan
daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal Di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. Masalah
yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari pemungutan retribusi terminal
tercapai di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. Pendekatan penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder.
Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara
dan data sekunder diperoleh pengolahan data dan observasi. Teknik analisis
data dimulai dari pengumpulan informasi melalui waancara dan pada tahap akhir
dengan menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar masih belum maksimal
dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya.
3UNIVERSITAS HASANUDDIN




Sudarsono (E211 08 268), Effectiveness Levy Collection Terminal In
Terminal Regional Daya (TRD) of Makassar xvii+107+8+1+1+20 (1985-2006).
With guidance by Drs. La Tamba, M.Si and Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si.
Revenue (PAD) is a component of local revenue as yangdiatur in Law 34
of 2000 on local taxes. One terminal levy local income is performed by terminal
region Regional Power Company (TRD) of Makassar is not surprising that the
effectiveness of fee collection terminals must be addressed in order to provide
income to revenue. Terminal charges in question of course is the collection of
fast, accurate and in accordance with the planned target. Given that a
development area would be biased to run properly if it is supported by the
reception terminal charges are going well in order to produce well-being for
society. With this spirit of Makassar city government in this business Terminal
Company Regional Regional Power (TRD) Makassar City launched a program of
terminal charges, to increase local revenue income for the creation of
development and welfare of the community. This is mandated by law No. 23 of
2004 on local government, law No. 5 of 1962 concerning local company, and the
mayor's decision Makassar number 7039 of 1999 on the organization and
functioning of local firms Regional Power Station (TRD) of Makassar.
The purpose of this study was to determine the effectiveness of Levy
Collection Terminal In Terminal Regional Power (TRD) of Makassar. The problem
under study is the extent to which the objectives of the levy charged terminal
achieved in Regional Power Station (TRD) of Makassar. The approach used in
this research is descriptive qualitative and supported by secondary data. The
data used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained
by processing the data and observations. Data analysis techniques starting from
the collection of information through waancara and at the final stage to draw
conclusions.
The results showed that the effectiveness of Levy Collection of Regional
Power Station (TRD) of Makassar still not up to many shortcomings in terms of
implementation.
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Pembangunan Daerah sebagai integral dari Pembangunan Nasional
diarahakan untuk mengembangkan daerah dan menselaraskan laju pertumbuhan
antar daerah, anatara daerah kota dan desa. Antar sektor, serta pembukaan dan
percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah
minus, daerah kritis, daerah pertabatasan dan daerah terbelakang lainnya,
sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan
nusantara.
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu
ditingkatkan dengna lebih memperhatikan apek-aspkek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah diseretai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesaatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otonomi daerah merupakan hak,
wewenang, dan kewaajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut
daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunya batas-batas
wilayah yang berwengan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, prinsip daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam
penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan
antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama
antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah
ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi
daerah harus juga mampu menjamin hubungan yang serasi antar-daerah dengan
Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah
Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia
sejak 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari
sumber penerimaan yang dapat mebiayai pengeluaran pemerintah dan
pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan
pungutan terhadap masyarakat.
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Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari
2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran
daerah. (Siahaan, 2001).
Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan
melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah khususnya
Daerah Otonom. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan oleh daerah yang efisien
dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata
di seluruh pelosok tanah air.
Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin
kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik , ekonomi sosial budaya,
stabilitas Nasional maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak
permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin
berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah . Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem
pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil
sebagaimana dikutif oleh Kaho ( 2002: 3 ) yang ditegaskan dalam pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar
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permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara , dan hak-hak
asal usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa”.
Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
dapat ditarik kesimpulan sebagimana dikemukakan oleh Kaho( 2002 :4 ), sebagai
berikut:
1. Wilayah Indonesia di bagi ke dalam daerah –daerah baikyang bersifat
otonomi maupun yang bersifat administrative.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan
3. Pembagian wilayah seperti dimaksud dalam No1 dan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang
4. Dalam pembentukan Daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom
dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul
dalam daerah yang bersifat istimewa.
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi dalam
wilayah administrasi dan daerah otonom , wilayah administrasi merupakan
wilayah kerja Gubenur selaku wakil pemerintah. .Sedangkan daerah otonom
adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarkat dalam ukuran negara kesatuan Republik Indonesia.
Agar tekad pemerintah membentuk daerah-daerah otonomi tercapai ,
maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan
daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , sebagai pengganti
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan
Daerah. Dengan dikeluarkannya dan berlakunya Undang –Undang Nomor 22
Tahun 1999 tersebut, maka setiapdaerah di Indonesia diberikan hak untuk
melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada
daerah kabupaten dan kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam
wujud otonomi yangluas, nyata dan bertanggung jawab.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No.22 tahun 1999 (UU
Otoda :63 ) bahwa yang dimaksud dengan :
 Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan,
kecuali dibidang politik luar negeri, Pertahanan,Keamanan ,Peradilan dan
fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan
dengan peraturan pemerintah Otonomi yang nyata adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang
tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidupdan
berkembang di daerah.. Otonomi yang betanggung jawab adalah
beberapa perwujudan pertanggungjawaban sebagai salah satu
konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam
wujud tugas dan kewajiban yang berupa peningkatan pelayanan
kesejahteraan masyarakat semakin baik , pengembangan kehidupan
demokrasi , keadilan dan daerah serta antar daerah dalam rangka
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber
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keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah , yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Dalam hal ini
kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah
menjadi kewenangan daerah .Untuk menjamin terselenggarnnya otonomi daerah
yang semakin mantap , maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan
kemampuan keungan sendiri yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber
pendaptan asli daerah.
Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dean Kota , maka
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah
tanggannya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaran pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan .Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah
tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk
menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagi sumber keuangan
daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah
merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan
kota di Indonesia.
Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta
dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah
Pendapatan Asli Daerah . Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah ini tiap-
tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi daerahnya masing-masing serta berlndaskan pada peraturan daerah yng
sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD .Semakin besar keuangan daerah
maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan
pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli
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daerah yang dibandingkan dengn penerimaan otonomi , mengingat penerimaan
dari pemerintah pusat sangat dominan dalam APBD . Dengan meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah
pusat . Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur
dari besarnya APBD saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan
yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dengan demikian upaya untuk
menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan
yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah . Secara
jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.22 Tahun
1999 pasal 79 atau UU No,25 Th 1999pasal 3 .Dalam UU tersebut dijelaskn
bahwa salah satu sumber pendaptan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah .
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut keterlibatan
Pemerintah Daerah tidak dapat diletakkan serta menjadi sangat penting karena
di daerahlah tugas-tugas pembangunan itu berjalan nyata dan sebagain besar
pelayanan terhadap masyarakat juga sangat di rasakan di daerah.
Untuk melaksanan pembangunan Negara Republik Indonesia secara
kontinyu di perlukan berbagai macam faktor pendukung. Salah satu faktor
pendukung yang sangat vital adalah tersedianya dana/anggaran pembangunan
dari sumber-sumber penerimaan Negara seperti pajak dan retribusi.
Menurut uu 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri atas:
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada
daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjwawab untuk mengelola sumber
keuangannya sendiri termasuk retribusi.
Dalam hal ini pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-
pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan
jasa-jasa Negara. Seperti yang dikatakan oleh munawir yang dikutip oleh Saputro
(1990:4).
Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak
yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan
jasa pelayanan kepada masyarakat.
Seperti yang dikatakan oleh Kristiadi (1991: 47) bahwa sumber-sumber
pembiayaan yang ideal kiranya dapat dirintis adalah pendapatan asli daerah
seyogyanya lebih dititik beratkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber
retribusi .Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan
langsung kepada masyarakat ,dengan demikian dapt memacu peningkatn
pelayanan.
Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah
Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu
sumber pendaptan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah
daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut , maka pemerintah daerah
mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus
meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar
apabila tersediannya dana yang cukup.
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Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak
bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya .
Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal
tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan
pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang
mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target
penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan
pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan
dapt terwujud . Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang
mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya
tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya
sebagaimana yang diharapkan.
Selanjutnya Suparmako (1997:94), retribusi adalah suatu pembayaran
dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan
antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.
Adapun defenisi dari hasil retribusi daerah itu sendiri, menurut Kesit
Bambang Prakoso adalah sebagai berikut :
Hasil retribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. (Kesit Bambang Prakoso, 2003 : 88).
Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar
retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan
langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi
didaerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukan
bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah.
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Termasuk dalam pemungutan retribusi terminal sehingga mempengaruhi
pencapaian efektivitas Pemungutan.
Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam hal yang terkait dengan
retribusi terminal adalah munculnya terminal “bayangan” diberbagai tempat
selain dari terminal resmi yang disediakan pemerintah dalam hal ini seperti yang
terjadi di sekitar terminal daya dan tidak teraturnya proses pemungutan serta
adanya tumpan tindih tugas pelaksana pemungutan retribusi terminal sehingga
menyebabkan target pemungutan tidak tercapai sehingga tidak terwujudnya
efektivitas pemungutan retribusi terminal.
Munculnya fenomena ini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik
dari pihak pemerintah (pengelola terminal resmi) maupun dari pihak masyarakat
pengguna layanan terminal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam fenomena tersebut terutama yang terkait dengan efektivitas pemungutan
retribusi terminal dengan judul penelitian “Efektivitas Pemungutan Retribusi
terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar”
I.2. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian diatas sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka
dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam pembangunan suatu Negara tidak
terlepas dari masalah sebelumnya. Karena itu dalam usaha meningkatkan
pembangunan kearah yang lebih baik tersebut maka suatu daerah mutlak
diberikan biaya pembangunan yang biasa disebut sebagai otonomi daerah.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah suatu Kepala daerah perlu
diberikan sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan diusahakan oleh
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daerah.Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang
sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan
daerah..Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut
berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini
diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal.
Otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi yang pada
hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk merumuskan dan
mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan
kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah dalam
usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka
dapat dilihat dari ketentuan yang telah dikeluarkan baik dari pihak pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.
Demikian halnya dengan kota Makassar dalam pelaksanaan otonomi
daerah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan
memanfaatkan berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki demi
terselengaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal
ini retribusi terminal merupakan satu komoditi penyumbang pendapatan asli
daerah Kota Makassar yang perlu di perhatikan pengelolaannya dalam rangka
untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari terminal itu sendiri.
Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah maka dapat
dilihat bahwa masalah Efektivitas pemungutan retribusi bagi daerah merupakan
salah satu masalah yang urgen karena menjadi salah satu sumber penerimaan
langsung bagi daerah. Dilain pihak terdapat berbagai masalah yang menjadikan
Pemungutan retribusi terminal belum Efektif.
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. B
agaimanakah Efektivitas pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional
Daya (TRD) kota Makassar ?
2. P
endekatan bagaimana yang di gunakan dalam mengukur Efektivitas
Pemungutan Retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar ?
I.3 Tujuan dan manfaat penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan
dan kegunaan dari penelitian nantinya adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
Tujuan penelitian ini:
a. Untuk mengetahui Efektivitas pemungutan retribusi terminal di Terminal
Regional Daya (TRD) kota Makassar
b. Untuk mengetahui bentuk pendekatan yang digunakan dalam mengukur
Efektivitas Pemungutan Retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar
2. Manfaat penelitian
a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk
pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitan yang
akan datang.
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b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Makassar dan
pengelola/pelaksana tugas Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar tentang pentingnya memahami Efektivitas
Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli





Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan anatara hasil yang diharapkan dengan
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai
kaitan yang erat dengan efisiensi.
Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang
dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang
diharapkan.
Efektivitas berkaitan dengan performance dan efisiensi dikaitkan dengan
penggunaan sumber-sumber. Indeks produktivitas diukur berdasarkan
perbandingan atau rasio antara pencapaian performance dengan sumber-
sumber yang dialokasikan. Dimensi efektivitas berkaitan degan optimalisasi
ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas,
durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya
organisasi. Pada dimensi efisiensi, pengukuran produktivitas merujuk pada
realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan tersebut
dilaksanakan, apakah terjadi pemborosan, penyalahgunaan atau penyimpangan
alokasi sumber daya yang menimbulkan ketidaktercapaian target produk.
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Efektivitas adalah suatu konsep yang penting dalam teori organisasi,
karena konsep efektivitas dapat memberikan gambaran keberhaislan organisasi
dalam mencapai sasarannya dan juga merupakan suatu konsep yang luas,
mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar organisasi.
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa: “Efektivitas
ialah dapat membawa hasil atau berhasil”. Ditinjau dari sudut pengertian umum,
efektivitas menunjukkan keberhasilan dan tercapai tidaknya sasaran yang telah
ditetapkan. Jika kegiatan berhasil mendekati sasaran, berarti semakin tinggi
efektivitasnya. Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan beberapa
pengertian efektivitas dari beberapa ahlli.
Menurut Handoko (1989: 83) bahwa yang dimaksud dengan efektivitas
adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat
untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang
pengelola arsip dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara)
yang tepat untuk mencapai tujuan.
Berkaitan dengan pengertian diatas, Siagian (1997: 71) mengemukakan
bahwa “efektivitas berarti perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai
dengan masukan yang dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang tepat
pada waktunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan”. Demikian juga
Atmosudirjo (1982:35) mengemukakan bahwa “efektivitas itu berarti semua
jabatan dan unit harus secara nyata menjalankan fungsinya masing-masing”.
Selain itu menurut Handayaningrat (1990: 20) bahwa “Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya”.
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Hal lain dikemukakan oleh Siagian (1998:20) bahwa:
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secfara sadar ditetapkan sebelumnya
untuk menghasilkan barang dan jasa yang mutu tertentu tepat waktunya. Berarti
efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu: 1) sumber daya,
dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan
dibatasi, 2) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus diselesaaikan sudah
ditentukan, 3) batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sudah
ditetapkan, 4) tata cara yang harus ditempati untuk menyelesaikan tugas sudah
dirumuskan.
Dari pengertian efektivitas yang dikemukakan di atas, maka sebuah
organisasi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut mencapai tujuan atau
sasasran yang telah ditentukan sebelumnyaa, dilaksanakan sesuai dengan
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan
hasil yang memuaskan.
Sedangkan menurut Martoyo, (1994: 4) menyatakan bahwa:
Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih
tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan diseretai
dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan
dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
Senada dengan itu The Liang Gie, (1991:37) mengemukakan bahwa:
Efektivitas adalh suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya
suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu
perbuatan degnan maksud tertentu sebagaimana yang dikehendaki. Maka orang
itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud
sebagaimana yang dikehendaki.
Jika dalam pekerjaan atau usaha tercapainya sasaran sesuai yang telah
direncanakan sebelumnya, namun jika pekerjaan yang dilakukan tidak cocok
atau tidak tercapai sesuai yang direncanakan maka hal itu tidak efektif. Dari
pengertian itu jelaslah bahwa efektifnya sesuatu terletak pada pencapaian tujuan
atau sasaran tanpa membandingkan faktor-faktor mempengaruhi suatu
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pekerjaan dalam pencapain tujuan yang diinginkan. Dalam pencapaian tujuan
yang efektif belum tentu dikatakan pencapain tujuan yang efisien, oleh karena
efisien merupakan hasil perbandingan terbalik antara input dan outputnya,
namun jika pencapaian tujuan yang efisien maka dengan sendirinya juga adalah
efektif. The Liang Gie menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang efisien tentu
berarti juga efektif, dari segi hasil, tujuan atau bagaimana akibat yang
dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu
atau jumlah). Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu selalu efisien, karena
hasil dapat tercapai tapi mungkin dengna penghamburan pikiran, tenaga, waktu
atau benda.
Makna yang dapat ditarik dari pengertian diatas yakni efektifnya suatu
organisasi bukan saja diukur dari keuntungan yang diperolehnya tetapi juga dari
jumlah dari pengeluaran atau outputnya yang makin lama makin menurun, dalam
arti bahwa pengeluaran yang dimaksud adalah yang berupa input dana, pikiran
dan tenaga yang dipergunakan makin lama makin menurun tetapi hasil yang
dicapai meningkat atau minimal sama dengan sebelum turunnya input yang
digunakan.
Untuk mengukur tentang efektif atau tidak segi pencapaian sasaran
dalam suatu kegiatan dalam organisasi, maka berikut ini berpedoman pada
indikator ataupun kriteria pencapaian sasaran atau tujuan yang dinyatakan
Sondang P. Siagian (1997: 76) yakni sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah
dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
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2. Kejelasan starategi pencapain tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer
tidak tersesat dalam pencapain tujuan organisasi.
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan, yang mantap berkaitan dengan
tujuan hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya
kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengna usaha-
usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan
sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab
apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak
dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas
organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengna sarana
dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut
terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
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Oleh Lubis dan Huseini (1987: 35) mengemukakan bahwa ada tiga
pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:
a) Pendekatan sumber, pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input
yang menyangkut keberhasilan atau prestasi organisasi, input-input
tersebut dapat diperoleh dari lingkungan dan sekaligus terjadi jalinan
yang harmonis antara organisasi dan lingkungan sekitarnya.
b) Pendekatan proses, pendekatan ini melihat sejauhmana efektivitas
pelaksanaan semua kegiatan proses interval atau mekanisme kerja
organisasi yang meliput unsur-unsur komunikasi, disentralisasi,
pengambilan keputusan, semangat kerjasama dan perhatian terhadap
karyawan.
c) Pendekatan sasaran, pendekatan ini mengukur efektivitas yang diawalai
dengan identifikasi terhadap sasaran organisasi dan tingkat keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yang amat
penting dalam pengukuran pendektan ini adalah sasaaran yang
sebenarnya aspek output yakni dengan mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tingkat output yang direncakan. Selain itu
pendekatan sasasran terkait dengan system, yang mana dalam
pendekatan system disimpulkan dua criteria pokok, yaitu: 1) efektivitas
harus menggambarkan seluruh siklus mulai input-proses-output dan tidak
hanya output saja. 2) efektivitas harus menggambarkan timbale balik
antara hasil dengan lingkungan tempat hidupnya organisasi.
Pendekatan sistem menyimpukan kriteria efektivitas tidak hanya dilihat
dari tingkat capaian tujuan atau sasaran semata, tetapi secara lebih luas
memperhitungkan mekanisme berfungsinya komponen-kkomponen system
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tersebut yang berhubungan dengan lingkungannya. Kriteria efektivitas dari segi
input menyangkut seberapa besar organisasi memperolah sumber daya dari
lingkkungannya, dari sisi komponen proses efektivitas dilihat dari sejauhmana
berfungsinya mekanisme kerja dalam organisasi dalam memanfaatkan sumber
daya yang terbatas secara optimal melalui prinsip dan mekanisme manajerial
yang meliputi perenceanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinaasi ,
komunikasi, motivasi serta pengendalian dan pengawasan. Dari sisi output
criteria efektivitas ditujukan berdasarkan pendektan tujuan atau sasaran
sebagaimana dijelaskan di atas.
Steers (1985: 71) mengemukakan bahwa beberapa variable yang
mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: desentralisasai pengambilan
keputusan, spesialisasi, fungsi formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi
dan ukuran unit kerja. Selanjutnya Schuman (Munwari, 2006: 10)
mengungkapkan bahwa:
Kriteria efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur pelaku
pembangunan atau pelaksanaan suatu program pemerintah dapat dilihat dari:
1) segi upaya,
2) pengaruh,
3) hasil yang memadai dan penggunaan biaya yang efektif, serta
4) proses.
Pentingnya manusia dalam melakukan aktivitasnya terhadap sebuah
organisasi adalah berhubungan erat dengan semakin berperannya manusia
sebagai anggota organisasi dalam rangka perluasan bidang usaha yang tepat
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waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan yang lainnya. Untuk mencapai sesuatu
ketpatan perlu kita juga mengembangkan keperrcayaan kepada manusia yang
masih menjadi anggota oranisasi untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap
suatu bidang pekerjaan, sehingga ketepatan penyelesaian pekerjaan tersebut
dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Dalam hubungan
pengembangan kreativitas manusia dalam organisasi perlu diwaspadai bahwa
kreativitas itu bukan ditujukan dengan maksud tertentu, tetapi memang semata-
mata kepentingan organisasi itu sendiri. Realitas yang terjadi sekarang ini
setelah manusia yang bersangkutan memiliki profesionalisme, kemudian dia
berusaha melepaskan diri dari organisasi yang bersangkutan.
Tingkah laku manusia dalam sebuah organisasi kerapkali memperlihatkan
gejala-gejala yang selalu tampak secara teratur ke permukaan yang dapat
digunakan sebagai pola dasar dalam rangka merumuskan suatu aktivitas,
sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa menunjukkan berbagai sudut
pandang ketepatan, misalnya ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan
penggunaan tenaga kerja, dan keterapan sasaran. Kalau semua aspek
ketepatan ini ada dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, hal inilah yang
diistilahkan dengan efektivitas organisasi. Dengan demikian ketepatan dari
seluruh aspek kegiatan organisasi perlu dikembangkan secara terus-menerus,
karaena kegiatan organisasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila jaminan
kontinyitas selalu terpelihara. Jika ketepatan tidak berjalan dengan baik, hal ini
merupakan suatu fenomena virus patologi efektivitas organisasi yang sangat
mengganggu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sebuah
organisasi. Mungkin bukan itu saja,, tetapi dapat sampai kepada kematian atau
dengan kata lain bubarnya organisasi yang bersangkutan.
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Salah satu upaya dalam hal mengevaluasi jalannya suatu organisasi,
dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor
untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap
bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output).
Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil,
sarana dan metode serta model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan
efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedang
efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan
hasil yang bermanfaat.
Dari defenisi efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka
dapat dikatakan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas
adalah berada pada pencapain tujuan dan sasaran yang diinginkan, atau dengan
kata lain untuk mengukur tingkat efektivtias adalah dengan perbandingan antara
rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Semakin
tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncakanan maka
semakin tinggi pula efektivitasnya. Dengan demikian usaha atau hasil pekerjaan
tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan
yang dilakuakan tidak terrcapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan,
maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.
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II.2. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonseia.
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengna peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang
selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara kesatuan Republik
Indonseia.
Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus
rumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat
kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun




Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepala Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Urusan-urusan pemerintah daerah dalam asas ini
diserahkan sepenuhnya kepada daerah baik yang menyangkut
penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang
menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat
pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri yaitu terutama dinas-
dinas daerah.
b. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-
pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan,
pelaksanaan maupun pembiayaannya.
c. Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia dengna kewaajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
Dengan adannya asas-asas ini maka UU No. 32 Tahun 2004 menganut
prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang
terpenting pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar
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penyerahan kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang telah
berubah dari paradigm penyeragaman menjadi keanekaragaman.
Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan
dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengna tantangan
masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan
tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem
informasi global.
Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan
seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif
mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan
peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan
identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan
belanja daerah seecara ekkonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk
kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan
kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.
Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan
berupa penerapan otonomi daerah yang telah diguirkan pada tanggal 1 januari
2001, serta reorganisasi institusi pemerintahan, mengharuskan pemerintah pusat
menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan di
lapangan (daerah), dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas
individu, kelembagaan, dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.
II.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pelaksanaan otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan
otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaran otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan
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daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara
provinsi dan pemerintah kota. Hal ini berarti secara financial daerah tidak
tergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak
mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah.
Keterbatasan dana di daerah menjadi maslah yang sangat krusial yang
diperkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya.
Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan
berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan
pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan
daerah untk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai vairabel, yaitu:
vriabel pokok yang terdiri dari faktor geografi dan social budaya serta variable
khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.
Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu kkomponen
pendapatan daerah sebgaimana yangdiatur dalam UU 34 Tahun 2000 tentang
pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa PAD
merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur
denganuang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat
berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
dan pengelolaan kekayana daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Penjelasan Undang-Undang juga mengisyaratkan bahwaa di dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah
kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber
pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan kata lain bahwa
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kepaala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus menggantungkan
anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Lebih lanjut di dalam
administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan
diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna
pembangunan daerah.
Berdasarkan ketentuan dan defenisi tersebut di atas, maka PAD dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelolah dan
memanfaatkan potensi daerah.
b. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat
berupa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri
atas:
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
II.4. Konsep Pemungutan
Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan
sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah
kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah
untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayanai kepentingan masayarakat.
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Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya,
harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau
peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya
jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh
pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi
kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat
dilaksanakan kepada masyarakat.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang
terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang
terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan
retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan
retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian
ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan
pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang
karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.
II.5. Konsep Pajak
Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Pengertian secara sederhana bahwa pajak merupakan suatu kewajiban
yang harus dibayarkan oleh warga Negara sebagai iuran wajib kepada Negara
yang dapat dipungut oleh penguasa, baik berupa uang atau barang untuk tujuan
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraaturan-peraturan dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan istilah
iuran wajib digunakan dalam defenisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman
Soemahamidjaja yakni pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan
umum. Selain itu, Rochmat Sumitro memberikan definisi pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran
rutin dan “surplus”nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public investment.
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri yang melekat dari
definis pajak antara lain:
1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi
individu oleh pemerintah;
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3. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
masyarakatnya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.
5. Pajak dapat pula mempunya tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.
II.6. Konsep Retribusi Daerah
II.6.1 Pengertian Retribusi Daerah
Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya
ekonomi melalui retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas,
yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat
diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secra
perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh
retribusi adalah retribusi terminal yang dikelolah oleh pemerintah. Setiap orang
yang ingin masuk menggunakan fasilitas di dalam terminal pemerintah harus
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membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas
jasa penggunaan fasilitas terminal pemerintah tersebut.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi
yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah
adalah pungutan daerah sebgai pembaywaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus diseddiakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah
daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama
halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang
disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut
di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang
dan peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa)
secra langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pmerintah
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
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e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secra ekonomis, yaitu
jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
II.6.2 Objek Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan
bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakanolleh
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut
pertimbangan social-eknomi layak dijadikan sebgai objek retribusi. Jasa tertentu
tersebut dikelompokkan de dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha,
dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok
jasa sebagaimana disebut di bawah ini.
a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah unutuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi
pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak
termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, degnan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan
asset yang dimiliki/dikuasai oleh pmerintah daerah, penyediaan tempat
penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan
penjualan bibit.
c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badanyang dimaksudkan untk
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pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penwasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasasrana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna mellindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan
dimaksudkan untk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak
harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut,
pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak
selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah
ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.
II.6.3 Penetapan Jenis Retribusi Daerah
Sesuai dengan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi
perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan
sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengna
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untk
penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota,
yang dilakukan sesuai dengna jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-
masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan
daerah yang bersangkutan.
II.6.4 Bukan Objek Retribusi Daerah
Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang
diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, atetapi tidak secara
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langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai
Unadang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 19, jasa yang diselenggarakan
oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara
khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai
penerimaan BUMD sesuai dengna peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha ynag dimiliki oleh daerah, tetapi
dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari
pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah
jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD
memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah
daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.
II.6.5 Golongan Retribusi Daerah
Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat
dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi
dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran
dalam penetepan tariff retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan,
sebagaimana disebut di bawah ini.
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip kkomersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52
c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan
kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa
usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam
penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan
jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturanpemerintah dilakukan
karena perizinan tersebut, walalupun merupakan kewenangan pemerintah
daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.
 Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Jasa Umum
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi jasa umum adalah
retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah,
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.
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2. Kriteria Retribusi Jasa Umum
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3
huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan criteria berikut ini.
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi.Jasa tersebut memberikan
manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan
membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan
kemanfaatan umum.
c. Jasa tersebut layak untk dikenakan retribusi.
d. Retrisbusi tersebut tidak bertentangna dengan kebijakan nasional
engenai penyelenggaraannya.
e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta
merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
f. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengna tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
3. Jenis Retribusi Jasa Umum
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.
a. Retribusi pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas,
balai pengobatan dan rumah sakit Umum Daerah. Retribusi
Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
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Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan,
pengangkutan, dan pembuangan sereta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan
perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan
taman.
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
Akta catatan Sipil meliputi akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti
Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan
penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan,
pembakaran/pengabuan mayat, dan sewaa tempat pemakaman atau
pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah
daerah.
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan
parker di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.
Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum
sebagai tempat parker mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Retribusi Pelayanan Pasar
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa
pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus
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disediakan untk pedagang; tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengna peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap
alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan
oleh masyarakat.
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta
dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta
teknis (peta struktur).
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap
kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa
umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi jasa umum.
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 Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Jasa Usaha
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha adalah
retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan megnanut prinsip komersial.
Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut
prinsip koomersial meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang elum dimanfaatkan secara optimal; dan
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai
disediakan oleh pihak swasta.
2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3
huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan criteria berikut ini.
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian
harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak
termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang
bersifat lancer (current asset).
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3. Jenis Retribusi Jasa Usaha
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian
tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian
kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk
dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut,
seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di pinggir jalan umum.
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis
barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidask termasuk
yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.
c. Retribusi Tempat Pelelangan
Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan
oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam
pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh




Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parker untk
kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau di
kelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan
peron tidak dipungut retribusi.
e. Retribusi tempat khusus parkir
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan
tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh
BUMD dan pihak swasta.
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah
adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
g. Retribusi Penyedotan Kakus
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan
kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
h. Retribusi Rumah Potong hewan
Pelayanan rumah potong hewaan adalah penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dassn sesudah dipotong, yang dimiliki
dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
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Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal
perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya
di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh
pemerintah daerah, tidak termasuk yang dielola oleh BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.
j. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh
pemerintah daerah.
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan
di atas air yang dimiliki dan atauatau dikelola oleh pemerintah daerah,
tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan
limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang dikelola
dan atau dimiliki oleh pemerintah daera, tidak termasuk yang dikelola
oleh BUMD dan pihak swasta.
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah
Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha pemerintah daerah anatara lain, bibit/benih tanaman, bibit
ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha
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Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu
orang pribadi atau badan yang diwajibkan untk melakukan pembayaran
retribusi jasa usaha.
 Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Perizinan Tertentu
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi perizinan tertentu
adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelsetarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah
kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orna gpribadi atau badanyang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawsan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untk mengadakan
pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan, pada
dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untk melindungi
kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi.
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Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah
memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber
penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan
tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebgaian
biaya pemerian izin tersebut. Perizinan tertentu yang dapat dipungut
retribusi, antara lain adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengajuan izin tertentu oleh BUMN
atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut
merupakan kekayana Negara atau kekayaan daerah yang telah
dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.
2. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu
Sesuai dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c,
retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan criteria berikut ini.
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum.
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, adalah sebagaimana di bawah ini.
62
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untk mendirikan
satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya,
agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dengan
tetap memerhatikan Koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien
Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan
dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.
c. Retribusi Izini Gangguan
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan; tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
d. Retribusi Izin Trayek
Izin trayek adalah adalh pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengna kewenangan
masing-masing daerah.
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4. Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu
Subjek retribusi perizinan teretentu adalah orang pribadi atau badan
yang memperolah izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi
perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu,
yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untk melakukan
pembayaran retribusi perizinan tertentu.
 Retribusi Lain-lain
Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umm, jasa usaha, dan perizinan
tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis
retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan
memenuhi criteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan
kondisi sereta perkembangan perekonomian daerah apda masa mendatang
yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan
pemerintah daerah, tetapi tetap memerhatikan kesederhanaan jenis retribusi
daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan. Retribusi lainnya antara lain penerimaan Negara bukan retribusi
yang telah diserahkan kepada daerah.
II.7. Konsep Retribusi Terminal
Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir
untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di
lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah, artinya
dalam pengenaan Retribusi Terminal harus ada jasa pelayanan dari pemerintah
daerah.
Retribusi terminal adalah pungutan pembayaran yang dikenakan terhadap
setiap kendaraan umum yang memasuki Terminal dan menikmati jasa pelayanan
dalam Terminal berupa tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya
dilingkungan terminal berupa jalur kedatangan, jalur pemberangkatan, tempat
tunggu kendaraan, tempat istirahat kendaraan, tempat tunggu penumpang serta
tersedianya fasilitas utama lainnya dan fasilitas penunjang yang dibangun dan
dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Terminal, adalah salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/kota dibidang Retribusi, jenis Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal
sebagai salah satu bidang retribusi jenis Retribusi Jasa Usaha ada karena
adanya Sistem Pemerintahan Daerah yang beraasaskan Desentralisasi yang
mewujudkan daerah Otonom dengan Hak Otonomi Daerah. Retribusi Terminal
harus diatur dengan Peraturan Daerah dan tidak boleh berlaku surut.
Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah jasa
usaha yang dipungut oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang
memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang
dengan kendaraan umum.
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi
terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada
setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa:
65
1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum.
2. Tempat Kegiatan Usaha.
3. Fasilitas lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelolah oleh
Pemerintah Daerah.
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah
dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal
meliputi sopir angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan
jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh
pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa. Adapun
tingkat tariff yang dikenakan retribusi yaitu semua jenis angkutan
dikenakan tariff Rp. 2000/mobil.
Dalam hal Retribusi Terminal ini terdapat yang namanya pelayanan terminal
yang merupakan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang
dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Untuk mengkaji lebih dalam tentang Retribusi Terminal perlu dipahami lebih
jauh apa yang dimaksud dengna Terminal, khususnya Terminal penumpang,
Tipe Terminal Penumpang, Fasilitas Terminal Penumpang dan pengertian-
pengertian istilah yang berkaitan dengan Terminal.
Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan, dijelaskan tentang istilah-istilah yang berhubungan
dengan terminal sebagai berikut:
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1. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum.
2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam
terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk
menaikkan penumpang.
3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan
penumpang.
4. Tempat Tunggu Kendaraan Umum, adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan
siap menuju jalur pemberangkatan.
5. Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran didalam terminal yang
disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan
membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
6. Tempat Tunggu Penumpang, adalah bangunan berupa ruang tunggu
didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan
melakukan perjalanan.
7. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
Tipe Terminal Penumpang terdiri dari :
a. Terminal Penumpang Tipe A : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara,
angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan”.
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b. Terminal Penumpang Tipe B : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan
pedesaan”.
c. Terminal Penumpang Tipe C : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan pedesaan”.
Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari Fasilitas Utama dan Fasilitas
Penunjang.
1. Fasilitas Utama terdiri dari :
a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum
b. Jalur kedatangan kendaraan umum
c. Tempat parker kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,
termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan
umum
d. Bangunan kantor terminal
e. Tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar
f. Menara pengawas
g. Loket penjualan karcis
h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat
petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/ atau taksi.
2. Adapun Fasilitas Penunjang berupa :
a. Kamar kecil/toilet
b. Mushola
c. Kios atau kantin
d. Ruang pengobatan
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e. Ruang informasi dan pengaduan
f. Telepon umum
g. Tempat penitipan barang
h. Taman
Setelah memahami persyaratan terminal atau fasilitas terminal tersebut
diatas pengenaan Retribusi Terminal obyeknya adalah kendaraan penumpang
umum, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum. Karena
Retribusi Terminal merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli daerah maka
peranannya bersama-sama Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan
dana yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.
Hal - hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Retribusi Terminal adalah:
a. Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
b. Adanya terminal yang disediakan oleh dan/ atau dikelola oleh pemerintah
daerah yang memenuhi persyaratan dan memenuhi fasilitas utama dan
fasilitas penunjang.
c. Kupon Retribusi Terminal yang terjamin keabsahannya.
d. Petugas pemungut retribusi yang disiplin dan jujur.
e. Penyetoran ke kas daerah teratur.
f. Sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar peraturan daerah.
II.8. Kerangka Konseptual
Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan beberapa bidang tugas yang
menjadi hak dan urusan daerah otonomi, termasuk masalah pembiayaan
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penyelanggaraan pembangunan daerah sehingga secara nyata dapat
menyelenggarakan pemerintahan dalam bentuk proses administrasi pelayanan
masyarakat berdasarkan kemampuan daerah yang bersangkutan.
Oleh karena itu daerah harus mampu menggali semua potensi atau sumber
daya yang dimilikinya secara mandiri dalam rangka peningkatan sumber-sumber
keuangan daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan menjamin
perkembangan pembangunan daerah.
Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan
pembangunan sangat diharapkan dapat digunakan dalam membiayai berbagai
keperluan bagi kegiatan-kegiatan daerah. PAD merupakan sumber keuangan
daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah; hasil retribusi
daerah (retribusi terminal), hasil pengelolaan pajak daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Retribusi daerah yang merupakan salah sumber penerimaan PAD
diperlukan suatu usaha peningkatan penerimaan pajak daerah yang potensial
seperti peningkatan retribusi terminal. Untuk itu diperlukan adanya pelaksanaan
pemungutan Retribusi Terminal yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
mekanisme pemungutan yang terdiri dari pendaftaran,pendataan, penetapan,
dan penyetoran agar tercapai target yang diinginkan dalam setiap tahun
anggaran penerimaan.
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Berdasarkan uraian diatas, maka model kerangka konseptual dalam

























Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan
kualitatif. Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah
jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang
menggunakan ukuran angka (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Hoepfl, 1997 dan
Golafshani, 2003). Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek
kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna
hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-
kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan,
angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis dengan
menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Creswell, 2002).
Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai figur terpenting dalam
penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantiatif yang menempatkan kuisener,
rumus matematika dan statistik sebagai instrumen pengumpulan dan pengolahan
data, penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen utama
penelitian. Peneliti sebagai manusia berhubungan langsung dan tidak dapat
dipisahkan dalam proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Oleh
karena itu, realita yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif
sering dianggap bersifat subyektif, karena sangat tergantung dari kapasitas dan
kredibilitas pihak-pihak yang terkait, baik peneliti maupun partisipan yang terlibat
di dalamnya (Golafshani, 2003).
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III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Perusahaan Daerah Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar yang didasarkan pada pertimbangan
bahwa salah satu yang melaksanakan pemungutan Retribusi Terminal di Kota
Makassar adalah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
III.3 Dasar dan Tipe Penelitian
Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu sasaran atau
tujuan penelitian yang berusaha memusatkan diri secara intensif terhadap suatu
obyek tertentu, dan tipe penelitianya adalah deskriptif yang berusaha
memberikan gambaran/lukisan mengenai keadaan obyek/permasalahan yang
diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebgaimana adanya.
III.4 Unit Analisis Penelitian
Unit analisis penelitan ini adalah “organisasi” yaitu Kantor Terminal
Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) di Kota Makassar. Penentuan unit
analisis ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa pemungutan retribusi terminal
merupakan bagian dari tugas Organisasi tersebut.
III.5 Informan
Karena penelitian ini adalah studi kasus yang digunakan adalah informan
kunci. Informan kunci yang dimaksud adalah aparat yang menangani atau terkait
dengan maslah penelitian ini, antara lain;
1. Bagian Umum Seksi Administrasi Kepegawaian
2. Sekretaris Pegawai Kelistrikan
3. Pegawai Peron 1
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4. Pegawai Peron 2
5. Pegawai Peron 3
6. Pegawai penagihan pembayaran retribusi
7. Kepala Keamanan
8. Sopir angkutan dalam terminal
9. Masyarakat wajib retribusi
III.6 Jenis Dan Sumber Data
Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:
a. Data primer adalah data secara langsung diperoleh dari pada informasi,
dengan melakukan wawancara mendalam yang berhubungan dengan
masalah penelitian.
b. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai
literatur, laporan dan dokumen yang berhubungan pembahasan penelitian
ini.
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk di jawab secara lisan pula
dari informan.
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk
mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi
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penerimaan retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.
3. Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung.
III.8 Teknik Analisa Data
Untuk menganalisa data-data yang diperoleh maka penulis
menggunakan analisa data deskriptif yang bersifat kualitatif yang lebih
mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan melalui
keterangan yang telah diperoleh.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IV. 1 Gambaran Umum Terminal Regional Daya Kota Makassar
Terminal Regional Daya (TRD) terletak di Kecamatan Biringkanaya
tepatnya disebelah timur Kota Makassar. Terminal Regional Daya (TRD)
merupakan relokasi Terminal Kota Panaikang yang terletak di tengah kota yang
sebelumnya telah dibangun pada tahun 1992. Dan karena hambatan dalam
proses pembangunannya, maka pembangunan Terminal Regional Daya (TRD)
ini sempat tersendat hingga akhirnya diresmikan pada tahun 2003. Terminal ini
berjarak ±500 m dari jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalan arteri
kota. Terminal Regional Daya (TRD) memiliki luas 12 hektar dengan jarak 23
kilometer dari pusat kota. Pelayanan terminal Regional Daya (TRD) ialah
memfasilitasi para penumpang yang akan bepergian ke daerah utara kota
Makassar untuk AKAP dan AKDP, sedangkan bagi arah penumpang ke selatan
kota Makassar difasilitasi oleh Terminal Malengkeri. Adapun rute trayek AKDP
yang dilayani oleh Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
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Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2014
Pelayanan angkutan pete-pete di Terminal Regional daya Makassar pada
dasarnya sebagai simpul pertemuan dengan bus AKAP dan AKDP serta sebagai
tempat memutar kendaraan.
IV.2 Sejarah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
Pada tahun 1996 pemerintah Kota Makassar (kotamadya Ujung Pandang)
menyiapkan lokasi untuk pembangunan “Terminal Regional Daya yang terletak di
Lingkungan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya, kota
madya Ujung Pandang dengan luas area ± 12 Ha (kurang lebih dua belas
hektoare), termasuk lokasi di atasnya telah dibanguni sebagian Bangunan Induk
Terminal seluas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi). Pemerintah Kota
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Makassar (kotamadya Ujung Pandang) berharap dengan adanya pembangunan
Terminal Regional Daya, maka dapat berfungsi secara berdaya guna dan
berhasil guna dalam hal pemenuhan kebutuhan terminal yang representative
sehubungan dengan keberadaan Kota Makassar (Kotamadya daerah tingkat II
Ujung Pandang) yang berkembang menjadi Kota Raya Metropolitan dengan
berbagai peran dan fungsinya, khususnya sebagai pusat pelayanan/distribusi jas
di Kawasan Timur Indonesia (Kantor Arsip Daerah Kota Makassar, 1997).
Pada tanggal 5 April 1997 terjadi kontrak kerjasama antara Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang bertindak atas nama Pemerintah
Kota Madya Daerah tingkat II Ujung Pandang (selanjutnya disebut pihak
pertama), dengan Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa (selanjutnya disebut pihak
kedua), berdasarkan Surat Keputusan No. 551.22/02/S.Perja/HK. Kerjasama ini
dapat terjalin dengan memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.
10/DPRD/XI/1996 tanggal 28 November 1996, tentang persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang tentang
kerjasama dengan pihak ketiga (CV. Delta Dimensi) atas
pembangunan/pengembangan “Terminal Regional Daya” di Kelurahan Daya,
kecamatan Biringkanaya, dengan anggaran biaya proyek pembangunan sebesar
Rp.27.493.526.500,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh tiga
juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pemanfaatan
tanah/bangunan terminal Panaikang Kotamadya Daerah tingkat II Ujung
Pandang (Kantor Arsip Daerah Kota Makassar, 1997).
Lokasi Terminal Regional Daya dihubungkan oleh dua jalan utama menuju
kota yakni: Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. Tol (Jl. Prof. DR. Insinyur Sutami).
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Sarana penunjang adalah fasilitas tempat usaha dalam kawasan terminal baik
yang berada di dalam maupun di luar areal operasional terminal, yaitu berupa
kios/front took, dan pelataran parker kendaraan pengantar/penjemput
penumpang.
IV. 3 Visi Dan Misi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
a. Visi
Visi PD. Termial Makassar Metro Kota Makassar dalam menghadapi
masa depan tuntutan peningkatan pelayanan masyakat dirumuskan
sebagai berikut:
“Menjadi Pusat Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Darat yang
Profesional di Kawasan Timur Indonesia, Tahun 2014”.
b. Misi
Misi PD. Terminal Makassar Metro Kota Makassar adalah sebagai
berikut:
1. Senantiasa memberikan pelayanan jasa terminal bagi penumpang
dan pengusaha angkutan darat secaera professional.
2. Mengembangkan system informasi mengenai pelayanan jasa
terminal angkutan darat antar terminal angkutan angkutan darat
antar terminal diseluruh Propinsi yang ada di Sulawesi.
3. Membangun jaringan kerjasama peningkatan pelayanan jasa
terminal angkutan darat antar Propinsi serta antar kabupaten dan
kota.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
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IV.4 Fungsi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
Fungsi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar sebagai pengelola
Terminal Regional antara lain sebagai berikut:
1. Merencanakan, membangun, mengembangkan, serta merawat Terminal
Angkutan dan tempat-tempat pemberhentian Bus.
2. Membina Perusahaan Angkutan dan badan-badan lain yang
menggunakan jasa terminal agar memberikan pelayanan yang baik serta
melaksanakan kewajibannya.
3. Melaksanakan pemungutan sewa serta jasa pemakaian pelataran parker
yang ada di terminal angkutan.
Susunan organisasi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar terdiri
atas : Badan Pengawas, Direksi Utama, Direksi Umum, Direksi Operasional, dan
unsure staf. Unsur staf sendiri dibagi menjadi empat bagian yaitu umum,
keuangan, pengelolaan, dan produksi. Jumlah pegawai Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar sebanyak 110 orang.
Beberapa program penataan/pengelolaan terminal yang disusun antara
lain : Program Kerja Jangka Pendek seperti meningkatkan pelayanan terhadap
pengguna jasa dengan segala hal, baik dari segi kenyamanan, keamanan, dan
ketertiban dengan memelihara dan menata fasilitas-fasilitas yang ada. Untuk
Program Kerja Jangka Menengah, bertujuan untuk kelancaran operasional
pengelolaan, seperti pengaturan jalur pada pelataran terminal menurut
rute/jurusan bagi kendaraan angkutan penumpang umum bus dan non bus
dalam daerah baik yang tiba maupun yang berangkat dan penataan tempat
parkir kendaraan pada jalur-jalur pemberangkatan sesuai trayek masing-masing
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yang telah ditetapkan. Sedangkan Program Kerja Jangka Panjang yang
tujuannya untuk pengembangan Terminal Regional Daya Kota Makassar salah
satu programnya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap
pengguna jasa Terminal.
Pengguna Terminal Regional Daya di Kota Makassar merupakan Fasilitas
Umum yang sangat vietal karena keberadaanya bertujuan untuk membatasi arus
pergerakan regional yang masuk langsung ke pusat Kota Makassar, sekaligus
sebagai pembuka akses pergerakan yang diperuntukkan bagi kawasan yang
akan berkembang.
IV. 5 STRUKTUR ORGANISASI
Secara organisasi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
didasarkan pada surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 7039 Tahun 1999
Tanggal 27 Oktober 1999. Dalam Keputusan Walikota Makassar tersebut
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dipimpin oleh seorang Direktur
Utama, dan dibantu oleh Direktur Uum dan Direktur Operasional.
Direktur Umum membawahi Bagian Umum dibantu beberapa seksi yang
terdiri dari seksi administrative dan kepegawaian, seksi perlengkapan dan seksi
hokum dan humas, sedangkan bagian keuangan dibantu oleh seksi anggaran,
seksi pembukuan dan seksi kas.
Direktur operasional membawahi bagian operasional dan produksi, dalam
menjalankan tugasnya bagian pengelolaan dibantu oleh seksi pengaturan parker,
seksi pemeliharaan dan kebersihan dan seksi keamanan dan ketertiban,
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sedangkan bagian produksi dibantu oleh seksi pendataan, seksi penagihan
sereta unit pengawasan.
IV. 6 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, tugas pokok dan
fungsinya adalah memberikan pelayanan jasa terminal terhadap sasrana
angkutan darat antar Propinsi dan antar kabupaten dan kota di Sulawesi.
Tugas Pokok dan Fungsi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
terdiri dari:
a. Direktur Utama
Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, merumuskan strategi,
memelihara hubungan kerja dengan pihak lainnya dengan mewakili nama
perusahaan keluar. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai
fungsi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dan mengambil
inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta
menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Direktur umum
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi
uumum, keuangan, kesekretariatan, kegiatan pengadaan dan perlengkapan.
Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta
mengatur penggunaan kekayaan perusahaan, mengendalikan pendaptan
mengadakan kerjasama yang erat dengan direktur operasi dalam mengatur,
mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam
kelancaran kegiatan dalam bidang operasional.
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c. Direktur operasional
Direktur operasional mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bagian
pengelolaan dan bagian produksi, pemungutan tariff angkutan dan jasa
terminal lainnya maupun kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta
keamanan dan ketertiban terminal.
b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan tariff
dan jasa terminal.
c. Mengatur tata cara pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengusaha
angkutan umum maupun masyarakat pengguna jasa terminal lainnya.
Dalam melaksanakan tugas Direktur Operasional dibantu oleh:
a. Bagian Produksi
1. Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas:
a. Merencanakan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari
seksi penagihan dan seksi pendapatan.
b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan yang akan dipakai dalam
operasi pungutan tariff angkutan dan jasa terminal lainnya.
c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemungutan
tariff angkutan dan jasa terminal serta pungutan-pungutan lainnya.
d. Menganalisa dan mengusulkan kemungkinan penambahan jenis jasa
terminal terutama sector fasilitas untuk meningkatkan sumber
pendapatan.
e. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan
dengna bidang usahanya.
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f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Produksi dibantu oleh:
a. Seksi Pendapatan.
b. Seksi Jasa.
3. Tiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Produksi.
b. Bagian Pengelola
1. Bagian Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang dalam
melaksankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
direktur Operasional.
a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas
dari Seksi Pengaturan Parkir, Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan
Seksi Keamanan dan Ktertiban.
b. Menyelenggarakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan
operasional terminal meliputi pengaturan ketertiban arus lalulintas
angkutan penumpang umum yang tiba maupun yang akan berangkat.
c. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan-angkutan
dan pengusaha-pengusaha lainnya di terminal.
d. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan dan
kondisi lain jalan dan kapasitas penumpang untuk angkutan
penumpang umum yang tiba dan akan berangkat di terminal sesuai
ketentuan yang berlaku.
e. Menginventrisis, mencatat dan mengecek jenis dan jumlah angkutan
dan penumpang umum yang tiba dan berangkat di terminal.
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f. Mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan tugas dari para petugas
instansi yang terkait yang diperbantukan pada perusahaan sesuai
petunjuk, perintah dan instruksi dari Direksi.
g. Merencankan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanana tugas
pengamanan dan ketertiban umum dalam lingkungan perusahaan ke
dalam maupun ke luar.
h. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan
dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Pengelola dibantu oleh:
a. Seksi Pengatur Parkir
b. Seksi Pemeliharaan Kebersihan
c. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Direktur Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.
IV. 7 Jumlah Karyawan dan Karyawati
Jumlah Karyawan dan Karyawati Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar seluruhnya adalah 110 orang. Dengan kualifikasi Pendidikan
sebagai berikut:
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Tabel 2. Jumlah Karyawan Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
berdasarkan Kualifikasi Jenjang Pendidikan
NO KUALIFIKASI JENJANGPENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE(%)
1 Pasca Sarjana (S2) 3 3.4 %
2 Sarjana Strata Satu (S1) 25 28.1%
3 Diploma Tiga (D3) 2 2.2%
4 Diploma Dua (D2) 1 1.1%
5 SLTA atau sedeeerajat 47 52.8%
6 SLTP atau sederajat 7 7.9%
7 SD atau sederajat 2 2.2%
8 Tidak berijazah 2 2.2%
JUMLAH 89 100%
Sumber:Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2014
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa untuk karyawan yang jenjang
pendidikannya pada tingkatan SLTA sangat mendominasi di Terminal Regional
Daya (TRD) sebanyak 52.8% karena tenaga karyawan lapangan yang lebih
banyak di butuhkan dalam hal pemungutan retribusi terminal. Untuk jenjang
pendidikan S1 sebanyak 28.1% karena yang berpendidikan S1 hanya di
tempatkan di kantor atau staf kantor bukan tenaga lapangan namun ada juga
satu dua orang yang berpendidikan S1 yang ditempatkan di lapangan dalam hal
ini bagian pemungutan retribusi karena sebenarnya satu dua orang S1 ini
sebelumnya, belum pada tataran S1 dia sudah bekerja sebagai karyawan
lapangan di Terminal regional Daya (TRD) Kota Makassar pada saat bekerja
dia masih tamatan SMA namun sementara bekerja dia juga melanjutkan
pendidikannya dengan mengikuti kuliah di salah satu perguruan tinggi di
Makassar. Untuk Klasifikasi pendidikan S2(3.4%),D3(2.2%),D2(1.1%) juga
ditempatkan di bidang staf namun untuk jenjang S2 ada 1 orang yang menjabat
sebagai Direksi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. Sedangkan
untuk yang pendidikannya di tingkatan SLTP(7.9%), SD(2.2%), tidak berijazah
86
(2.2%) khusus karyawan jenjang pendidikan ini diangkat karena mereka
berdomisili di dekat terminal mengapa yang berpendidikan tersebut diangkat
karena pertimbangan Perusahaan yakni Perusahaan Daerah Terminal Regional
Daya (TRD) mau memberdayakan kehidupan masyarakat sekitar atau yang
berdomisli di sekitar terminal.
Tabel 3. Jumlah Karyawan Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
berdasarkan jenis kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE(%)
1 Laki-laki 70 78.7%
2 Perempuan 19 21.3%
JUMLAH 89 100%
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2014
Tabel 3 menunjukkan bahwa Jumlah Karyawan Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin ini lebih di dominasi oleh Laki-
laki sebanyak 78.7% dan Perempuan hanya berjumlah 21.3%, mengapa
demikian karena Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) lebih
banyak membutuhkan petugas lapangan di mana petugas lapangan ini yang
paling cocok di jabat oleh laki-laki.
IV. 8 Kondisi Sarana dan Prasarana
Luas Terminal Regional Daya Kota Makassar adalah 12.000 M2 (12 Hektare)
dalam Kompleks tersebut, Prasarana yang tersedia adalah :
a. Gedung Kantor Terminal Regional Daya(TRD) Kota Makassar.
b. Gedung Terminal penumpang Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar.
87
c. Pelataran Parkir terdiri dari pelataran Parkir AKDP, AKAP, pemberangkatan
dan kedatangan.
d. Kios/loket terdapat 29 lods namun yang terpakai 24 lods
e. Penginapan, namun belum berfungsi.
f. Masjid Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
g. MCK (Mandi,Cuci, kakus) sebanyak 3 unit.




Bab ini memuat penjelasan atau uraian mengenai hasil penelitian dan
pembahasan tentang :
1) Deskripsi Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar.
2) Pendekatan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Kedua pokok pembahasan tersebut dijelaskan berdasrkan hasil wawancara
sebagai mana diuraikan lebh lanjut di bawah ini.
V. 1. Deskripsi Efektivitas Pemungutan Retribusi Teminal di Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar
Kedudukan Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di
Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi berlangsungnya berbagai kegiatan
usaha dan pembangunan, namun efek dari berbagai kebijakan pembangunan
juga tidak terlepas dari timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini
juga memiliki kaitan dengan efektivitas pemungutan retribusi terminal regional
daya (TRD) kota makassar.
Dasar hukum dari pengelolaan kantor Terminal Regional Daya (TRD) kota
Makassar berpedoman pada UU NO.5 Tahun 1992 tentang perusahaan daerah,
peraturan daerah kota Makassar no.16 tahun 1999 tentang pendirian
perusahaan daerah Terminal Regional Daya (TRD) kota Makassar, Perda kota
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Makassar No.16 tahun 2006 tentang pengelolaan terminal penumpang,
Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang ketentuan-ketentuan pokok
badan pengawas,direksi dan kepegawaian perusahaan daerah Terminal
Regional Daya (TRD) kota Makassar. Keputusan wali kota Makassar No.7039
tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah Terminal
Regional Daya (TRD) kota Makassar. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah. Serta MoU antara Kalla Inti Karsa dan Pemerintah
Kota Makassar.
Efektifnya pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar dapat di dilihat dari pencapain tujuan dan sasaran yang
diinginkan, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivtias adalah
dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan
hasil yang dicapai. Semakin tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target
yang direncakanan maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Dengan demikian
usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika
usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Nah untuk
melihat apakah retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar sudah efektif atau belum kita dapa mengetahuinya berdasarkan
gambar diagram di bawah.
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Grafik 1.
Grafik Presentase Pemungutan Retribusi Terminal Tahun 2011-2014
di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2014 (di olah)
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa persentase
pemungutan retribusi terminal untuk tahun 2011 memiliki rata-rata 90.57%, tahun
2012 memiliki rata-rata 74,11%, tahun 2013 memiliki rata-rata 82.05%, tahun
2014 memiliki rata-rata 82.75%. Dari gambar diagram diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa dari tahun 2011 sampai 2014 presentase pemungutan
retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar mengalami penurunan
dari 90.57% menjadi 82.75%, tapi jika dilihat dari presentase dari tahun 2012
sampai 2014 justru presentase pemungutan retribusinya mengalami kenaikan
dari 74.11% menjadi 82.75%. Dan dapat dikatakan bahwa dari tahun 2011-2014
realisasi retribusi terminal di Terminal Regiional Daya (TRD) Kota Makassar tidak
pernah memenuhi target.. Jadi jika presentase yang di patok mulai dari tahun
2011-2014 tentunya presentase yang di dapatkan mengalami penurunan dari
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90.57% menjadi 82.75%, tapi jika yang di patok mulai dari tahun 2012-2014
maka presentase yang di dapatkan mengalami kenaikan dari 74.11% menjadi
82.75%, namun peningkatan presentase realisasi ini sebenarnya tetap belum
memenuhi target. Dan untuk mengetahui apakah dari presentase diatas
pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar sudah bisa
dikatakan efektiv atau belum efektif, maka dari itu penulis mencoba mengukur
presentase yang telah dicapai melalui tabel klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas
dibawah ini.
Tabel 4. Presentase Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas pemungutan
retribusi di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Presentase Kriteria




Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2015
Berdasarkan Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas retribusi terminal di
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dan dengan melihat Gambar
grafik Presentase Tahunan 2011-2014 Pemungutan Retribusi Terminal di
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dapat diketahui bahwa untuk
tahun 2011 mendapat Kriteria Efektif dengan presentase 90.57%. Untuk tahun
2012 mendapat kriteria Kurang Efektif dengan presentase 74.11%. Dan untuk
tahun 2013 dan 2014 mendapat kriteria Cukup Efektif dengan presentase tahun
2013 (82.05%) dan 2014 (82.75%).
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Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pemungutan
retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak Efektif
untuk tahun 2012-2014, hal ini dapat diketahui berdasarkan Kejanggalan yang
peneliti dapatkan dalam penelitian dilapangan yaitu :
1. Terminal Regional Daya (TRD) kota Makassar masih dikelola oleh dua
lembaga yakni Kalla Inti Karsa dan Pemerintah Kota Makassar
sehingga pemasukan retribusi yang diperoleh tidak begitu maksimal.
2. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengurus
Terminal Regional Daya (TRD) kota Makassar kepada masyarakat
terkait masalah peraturan perundang-undangan, tentang menaikkan
dan menurunkan penumpang di terminal.
3. Kurangnya ketegasan yang dilakukan Pemkot Kota Makassar yang
dalam hal ini membawahi Perusahan daerah Terminal Regional Daya
(TRD) kota Makassar, dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan
pemberian sanksi tegas kepada bawahan pelaksana teknis
pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD) kota Makassar,
serta kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan Dishub
dalam mengantisipasi terminal bayangan. Sehingga ini sangat
mempengaruhi pemasukan retribusi Terminal Regional Daya (TRD)
kota Makassar yang tidak tercapai sesuai target yang ditentukan.
4. Kurangnya kesadaran Perusahaan Otobus(PO) untuk masuk ke dalam
terminal untuk menaik dan menurunkan penumpangnya di dalam
terminal.
5. Kurangnya kesadaran penumpang untuk masuk kedalam terminal.
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Oleh karena itu tanpa adanya kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah
Kota Makassar, Dishub, Pengelola Terminal Regional Daya (TRD) kota
Makassar, PO (perusahaan otobus) dan penumpang/yang memakai jasa
angkutan dan jasa terminal tersebut menyebabkan pemungutan retribusi
Terminal Regional Daya (TRD) kota Makassar tidak efektif.
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam mencapai
target pemungutan retribusi terminal yang telah direncanakan memerlukan
kerjasama dari ke lima unsur yang terlibat tersebut, dimana realisasi yang belum
sesuai dengan target yang telah dicanangkan dan direncanakan sebelumnya
belum termasuk dalam presentase pemungutan retribusi Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar dalam kategori Klasifikasi Kriteria nilai yang efektif untuk
tahun 2012-2014 dan jika di lihat rata-ratanya dari tahun 2011-2014 juga belum
termasuk dalam kategori efektif. Sehingga pemungutan retribusi terminal di
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar berdasarkan deskripsi efektivitas
pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
masih tergolong dalam kategori tidak Efektif.
V. 2. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
V. 2.1 Pendekatan Sumber
Sumber Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya
(TRD) Di Kota Makassar.
Sebelum Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar di kelolah oleh
PD(Perusahaan Daerah), Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
dikelolah oleh UPTD Dishub Panaikang setelah di Perdakan Baru menjadi
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Perusahaan Daerah (Perda No.14 Tahun 2006 melalui DPRD Kota Makassar.
Lahan terminal 12 Ha ini sebelumnya merupakan milik Kalla Inti Karsa yang
ditukar gulingkan dengan terminal yang panaikang sebelumnya dengan
diadakannya kontrak antara Kalla Inti Karsa dan Pemkot, dimana isi kontraknya
bahwa lahan yang sekarang menjadi Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar akan menjadi milik Pemkot setelah 30 tahun. Namun sebelum pilpres
tahun 2014 Pemkot ajukan permohonan pembatalan kontrak ke Kalla Inti Karsa
dan permohonan Pembatalan kontrak tersebut disetujui oleh Kalla Inti karsa saat
kontrak tersebut masih tersisa 9 tahun masa kontrak. Dan saat ini walikota
membuat sk, dimana di dalam sk tersebut terdapat tim yang ditugaskan untuk
mengiventarisasi asset Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dengan
menghitung nilai investasi Kalla Inti Karsa di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar dengan yang diserahkan di Panaikang apakah sudah sesuai atau tidak.
Dan saat ini di Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar di pimpin oleh dua direksi yakni Direksi Perusahaan Daerah Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar dan Direksi PT.Kalla Inti Karsa.
Dalam pengoperasiannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih
Sembilan tahun semenjak dipindahkan dari Terminal Panaikang pada tahun 2002,
TRD lebih sering menuai respon negative dari para pengguna jasa terminal
seperti Perusahaan Otobus (PO), para calon penumpang dan pengantarnya,
serta pihak – pihak yang memiliki usaha dalam lingkup TRD. Kondisi dari TRD
bahkan pernah mengalami keadaan layaknya mati suri karena kurangnya
angkutan dan calon penumpang yangmasuk kedalam terminal. Kondisi itu
menyebabkkan banyakk kios – kiosyang dipersiapkan sebagai fasilitas
penunjang ditinggalkan pemiliknya atau dibiarkan kosong begitu saja.
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Pemungutan Retribusi Terminal saat sekarang ini dinilai tidak berjalan
maksimal, Khususnya yang terjadi di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar. Untuk mengetahui penyebab sehingga pemungutan retribusi Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak maksimal yang mengakibatkan
Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal tidak berjalan sebagai mana mestinya,
maka perlu dilakukan pendekatan yakni Pendekatan Sumber Pemungutan
Retribusi Terminal (TRD) Kota Makassar. Adapun sumber pemungutan retribusi
Terminal Regional Daya (TRD) di Kota Makassar berdasarkan data yang ambil di
kantor Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Penerimaan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar berdasarkan Jenis Penerimaan untuk bulan
Februari Tahun 2014
NO JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN
1 Bus cepat:
1 Bus AKAP Rp. 1,320,000
2 Bus AKDP Rp. 14,574,000
3 Bus Lambat Rp. 35,040,000
4 Bus Kota (damri) Rp. 1,998,000
5 Non bus antar kota Rp. 8,568,000
6 Non bus dalam kota Rp. 84,969,000
JUMLAH Rp. 146,469,000
2 Fasilitas penunjang
1 Sewa kios Rp. 540,000
2 Sewa bangunan Rp. 2,490,000
3 Fasilitas buang air kecil Rp. 19,830,000
4 Fasilitas buang air besar Rp. 5,217,000
5 Fasilitas mandi Rp. 4,580,000
6 Parkir sepeda motor Rp. 15,660,000
7 Parkir mobil Rp. 17,790,000
8 Jasa pelayanan kebersihan Rp. 2,720,000
9 Penyimpanan mobil Rp. 1,500,000
10 Fasilitas ruang tunggu (peron) Rp. 48, 894,500
11 Jasa Informasi -
12 Jasa Penerangan listrik Rp. 9,962,756
13 Pendapatan lain-lain Rp. 17,500,000
JUMLAH Rp. 146,684,256
TOTAL 1 + 2 Rp. 293,153,256
Data : Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar. 2014
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Berdasarkan Tabel 5 tentang penerimaan retribusi terminal di Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk bulan februari tahun 2014 dapat
diketahui bahwa untuk kategori penerimaan retribusi terminal terdapat dua jenis
penerimaannya yakni berdasarkan bus cepat dan fasilitas penunjang. Untuk
kategori bus cepat terdapat 6 jenis penerimaannya yakni Bus AKAP (Rp.
1.320.000), Bus AKDP (Rp. 14.574.000), Bus Lambat (Rp. 35.040.000), Bus
Kota (damri) (Rp. 1.998.000), non bus antar kota (Rp. 8.568.000), non bus dalam
kota (Rp. 84.969.000). dan untuk kategori fasilitas penunjang terdapat 13 jeni
penerimaannya yakni: sewa kios (Rp. 540.000), sewa bangunan (Rp. 2.490.000),
fasilitas buang air kecil (Rp. 19.830.000), fasilitas buang air besar (Rp.
5.217.000), fasilitas mandi (Rp. 4.580.000), parker sepeda motor (Rp.
15.660.000), parker mobil (Rp. 17.790.000), jasa pelayanan kebersihan (Rp.
2.720.000), penyimpanan mobil (Rp. 1.500.000), fasilitas ruang tunggu/peron (Rp.
48.894.500), jasa informasi (-), jasa penerangan listrik (Rp. 9.962.756),
pendapatan lain-lain (Rp.17.500.000). Dengan total keseluruhan yakni
Rp. 293.153.256. Kesemuanya ini merupakan salah satu sumber pemungutan
retribusi Terminal Regional Daya (TRD) di Kota Makassar. Dimana salah satu
bentuk untuk mengukur Efektivitas pemungutan retribusi Terminal Regional Daya
(TRD) di Kota Makassar adalah dengan melalui pendekatan sumber pemungutan.
Jika dilihat perbandingan antara data sumber pemungutan dengan yang terjadi
dilapangan, dimana dilapangan tempat penelitian sangat jauh dari standar
kelayakan sebagai sebuah terminal karena berdasarkan pengamatan langsung
peneliti kondisi terminal sangat sepi pengunjung.
97
Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian efektivitas
dalam pendekatan sumber ini diantaranya:
1. Kemampuan PD.Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk
memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya
tinggi.
2. Kemampuan para pengambil keputusan dalam PD.Terminal Regional
Daya (TRD) Kota Makassar untuk menginterpretasikan sifat-sifat
lingkungan secara tepat.
3. Kemampuan PD.Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk
menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber
yang berhasil diperoleh.
4. Kemampuan PD.Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar dalam
memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
5. Kemampuan PD.Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk
bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
Dalam pengoperasiannya Terminal Regional Daya terdapat beberapa
masalah yang dihadapi. Dari keseluruhann masalah tersebut akhirnya menjadi
saling berkaitan dan tidak memiliki ujung pangkal. Dan dari ke lima indikator
diatas hanya tiga indikator yang terlaksana di lapangan, yakni indikator 1-3
adapun indikator yang tidak terlaksana, yakni indikator 4-5. Alas an mengapa
penulis mengatakan indikator ke 4 dan ke 5 tidak terlaksana, karena keadaan di
lapangan yakni pemeliharaan kegiatan operasional sehari-hari terminal tidak
dirawat sebagaimana mestinya dan kurangnya kemampuan PD. Terminal itu
sendiri dalam menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di
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lapangan, sehingga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pemasukan
retribusi terminal itu sendiri.
Dari pemantauan di lapangan, masalah terbesar yang dihadapi oleh TRD
adalah keengganan sebagian besar bus dan mobil penumpang (panther) untuk
menaikkan dan menurunkan penumpang didalam terminal yang akhirnya
menimbulkan terminal bayangan serta masih beroperasinya angkutan liar yang
berupa mobil penumpang (panther) ber plat hitam. Dalam hal menaik – turunkan
penumpang para pengemudi bus yang didukung oleh pengusaha PO lebih
memilih untuk melakukannya di agen penjualan tiket masing – masing. Bagi
pengemudi mobil angkutan (panther) lebih memilih menaikkan dan menurunkan
penumpang di terminal bayangan yang tergelar di sepanjang jalan Perintis
Kemerdekaan mulai dari depan Makoops II AURI sampai perbatasan Kota
Makassar – Maros, bahkan para pengemudi mobil penumpang (panther) bisa
langsung menjemput atau mengantar penumpang langsung di kediaman
penumpang walaupun berhadapan dengan resiko tertangkap petugas dan
diberikan tilang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kenapa pengemudi lebih
memilih untuk kucing – kucingan dengan petugas dan resiko membayar denda
tilang yang besar daripada harus masuk terminal untuk menaik – turunkan
penumpang di dalamnya.
Ada beberapa alasan yang sering digunakan pengemudi dan penumpang
untuk tidak masuk kedalam terminal, antara lain tentang masih banyaknya calo
angkutan umum yang beroperasi didalam terminal, fleksibilitas dan efektifitas
apabila naik angkutan di agen penjualan tiket atau bahkan diterminal bayangan
karena dirasakan bagi pengemudi dan penumpang lebih cepat dan bebas dari
berbagai macam biaya tambahan. Beberapa pengusaha PO bahkan mangklaim
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bahwa agen penjualan tiket (yang selalu diklaim sebagai pool) lebih nyaman bagi
penumpang daripada harus ke TRD.
Disisi lain adanya perseteruan antara calo yang beroperasi didalam
terminal dengan calo yang beroperasi di luar terminal mengakibatkan para
pengemudi terutama mobil penumpang (panther) yang tidak termasuk binaan
calo didalam terminal akan kesulitan untuk mendapatkan penumpang didalam
terminal sehingga akhirnya mereka tetap mengambil penumpang di terminal
bayangan.
Berdasarkan tabel sumber pemungutan retribusi Terminal Regional Daya
(TRD) di Kota Makassar dengan yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan
bahwa nilai efektivitas dari pemungutan retribusi tidak berjalan sebagaimana
mestinya, hal ini di perkuat dengan tidak terealisasinya target yang sebelumnya
telah direncanakan. Misalnya saja target yang ingin di capai Perusahaan Daerah
Terminal Regional Daya (TRD) di Kota Makassar tahun 2014 Rp. 5.360.998.460
namun yang terealisasi hanya Rp. 4.436.398.193.
Dan terdapat beberapa faktor Penghambat tidak tercapainya target
sehingga sumber pemungutan tidak terlaksana dengan baik menurut MUHSIN
R.RADJA Bagian Umum Seksi Kepegawaian yakni:
“Terminal Regional Daya (TRD) di Kota Makassar pernah ditutup selama 10
hari karena di demo selama 10 hari oleh Gabungan Pekerja Terminal
Regional Daya,munculnya terminal bayangan,mudahnya memperoleh
kendaraan karena tersedianya pembeliaan kendaraan khususnya roda dua
yang bisa di cicil dengan dp yang sangat terjangkau sehingga orang-orang
yang dulunya menggunakan jasa terminal misalnya saja mahasiswa lebih
memilih menggunakan kendaraan pribadinya untuk di pakai mudik,
tersebarnya jasa rental mobil, sehingga keadaan terminal sepi
pengunjungs”.
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Berdasarkan tinjauan penulis, berdasarkan sumber wawancara diatas
dengan mengaitkan dengan kejadian lapangan hal yang di utarakan oleh Pak
Muhsin R.Radja, memang benar adanya, keadaan terminal sungguh
memprihatinkan karena sekarang keaadaannya sangat sepi dari pengunjung dan
penumpang dan sudah sesuai dengan faktor yang di utarakan bapak diatas yakni
adanya faktor terminal bayangan,banyak jumlah kendaraan pribadi, dan
tersebarnya jasa rental mobil yang jauh lebih memudahkan. Sehingga jika
dikaitkan dengan masalah sumber pemungutan retribusi terminal dimana dalam
mengukur efektivitas pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar menggunakan pendekatan sumber pemungutan dan dalam sumber
pemungutan yang di peroleh di lapangan terdapat berbagai kendala teknis dan
faktor penghambat sehingga sumber pemungutan retribusi yang di dapatkan
tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa
pendekatan sumber pemungutan Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar tidak efektif.
Dengan mengacu pada indikator pengukuran efektivitas berdasarkan
pendekatan sumber, Pak MUHSIN R.RADJA Bagian Umum Seksi Kepegawaian
mengatakan bahwa:
Untuk memperoleh berbagai jenis sumber pemungutan retribusi terminal di
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar yang bersifat langka dan
nilainya tinggi yakni dengan membuka lapak dan penyewahan lahan untuk
kegiatan pasar malam. Bentuk interpretasi terhadap sifat-sifat lingkungan
dimana beberapa gambaran sifat lingkungan ini yakni suasana terminal
yang sepi pengunjung dan munculnya terminal bayangan dengan
meningkatkan pengawasan dan membentuk tim uji petik untuk mengatasi
terminal bayangan. Untuk memelihara kegiatan operasional kami berusaha
melakukan breafing tiap pekan.
Berdasarkan wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa usaha yang
dilakukan PD. Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk memperoleh
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berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi dengan membuka
lapak dan penyewaan lahan untuk kegiatan pasar malam memang merupakan
langka yang tepat untuk menggenjot pendapatan sehingga meningkat
penerimaan PD. Terminal. Dan langka yang dilakukan dalam menangani
suasana lingkungan seperti terminal yang sepi dengan meningkatkan
pengawasan dan membentuk tim uji petik untuk menangani juga terminal
bayangan merupakan suatu metode yang cukup signifikan untuk menanggulangi
suasana lingkungan tersebut. Tapi jika dilihat dengan kondisi realita dilapangan
keadaan terminal terlihat sangat memprihatinkan karena sepi pengunjung dan
terminal bayangan di luar terminal makin meraja lela saja bak jamur di musim
hujan.
Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas dalam pendekatan sumber
dan melalui wawancara dengan sumber informan dan realita yang terjadi di
lapangan dapat disimpulkan bahwa untuk ke lima poin indikator pengukuran
tersebut belum terpenuhi atau belum masuk dalam indikator pengukuran tersebut.
Yang masuk dalam indikator tersebut hanya tiga poin saja itupun tidak secara
maksimal diantaranya point pertama tentang kemampuan dalam memperolah
jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi yakni dengan membuka
lapak dan pasar malam, point kedua yakni kemampuan untuk
menginterpreasikan sifat lingkungan dimana disini sudah terlihat bentuk
interpretasinya yakni dengan melihat suasana terminal yang sepi dan maraknya
terminal liar aparat PD. Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar langsung
mengambil sikap dengan melakukan pengawasan dan membentuk tim Uji Petik.
Dan untuk point selanjutnya terkait kemampuan untuk menjaga kegiatan
operasional sehari yakni dengan melakukan breafing tiap pekan dimana breafing
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ini menurut peneliti masih kurang maksimal karena untuk memelihara kegiatan
operasioanl harus dilakukan juga pemantauan dan pengawasan langsung
dilapangan. Dari ke lima indikator pengukuran pencapaian efektivitas hanya 3
point yang terlaksana dan ke tiga point itupun jika dinilai masih belum maksimal
secara tepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terpenuhinya
indikator pengukuran efektivitas dalam pendekatan sumber dengan baik maka
dapat dikatakan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional
Daya (TRD) Kota Makassar masih tergolong dalam kategori tidak Efektif.
V. 2.2 Pendekatan Proses
Proses Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar.
Pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD) di
Kota Makassar, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi terminal, alat yang digunakan, tarif retribusi terminal, faktor penunjang
serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi terminal. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan
retribusi terminal dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan
dapat terealisasi.
Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian efektivitas
dalam pendekatan proses diantaranya:
 Perhatian atasan terhadap karyawan dan saling percaya
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 Adanya komunikasi vertical dan horizontal yang lancar.
 Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
 Usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 Masing-masing orang/kelompok dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan lancar.
Hal - hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Retribusi Terminal Regional
Daya (TRD) Kota Makassar adalah:
a. Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
b. Adanya terminal yang disediakan oleh dan/ atau dikelola oleh pemerintah
daerah yang memenuhi persyaratan dan memenuhi fasilitas utama dan
fasilitas penunjang.
c. Kupon Retribusi Terminal yang terjamin keabsahannya.
d. Petugas pemungut retribusi yang disiplin dan jujur.
e. Penyetoran ke kas daerah teratur.
f. Sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar peraturan daerah.
Agar proses pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar berjalan dengan baik dan benar sehingga tercipta yang namanya
efektivitas, peneliti merangkum beberapa hasil wawancara dengan bagian umum
seksi kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar dengan berlandaskan pendekatan proses yang merupakan salah satu
pendekatan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu
organisasi, khususnya Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
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Menurut Pak Muhsin, R.Radja (Bag.umum Seksi Kepegawaian);
“Bentuk sosialisasi Kepada setiap PO(Perusahaan otobus) yang menaik
turunkan penumpang tidak melalui terminal yakni melalui himbauan tertulis
yang berisi Setiap angkutan umum AKAP/AKDP,Panther & sejenisnya agar
berangkat maupun tiba,menaikkan dan menurunkan penumpang harus di
terminal”.
“Bentuk komunikasi terhadap bawahan terkait masalah pemungutan
retribusi terminal yakni melalui musyawarah, yang dimusyawarahkan
tentang masalah target yang harus di capai oleh setiap pegawai utamanya
peron, karena tidak adanya pengawasan yang ada hanya pengawasan
melekat yakni kejujuran sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan
terkait masalah pemungutan retribusi. Dan bilamana terjadi kecurangan di
lapangan yang dilakukan oleh staff peron maka sanksinya melalui
teguran,mutasi dan yang paling parah di pecat bagi yang membawa lari
uang setoran tapi selama ini untuk kasus yang membawa lari uang setoran
belum pernah terjadi”.
“Untuk memberikan motivasi kepada karyawan yang dilakukan adalah
memberikan instentif bilamana target dari log (karcis) pemungutan ada
kenaikan perbulannya”.
“Adapun bentuk perhatian pimpinan kepada bawahan yakni dengan
melakukan evaluasi tiap minggu, pagi-pagi breafing”.
Kiat-kiat agar target pemungutan retribusi terminal tercapai, dengan
melakukan:
 Peningkatan pengawasan
 Membentuk tim uji petik, ada beberapa orang yang tergabung dalam
satu kelompok yang ditugaskan untuk mengambil sampel
sebelumnya untuk menyurvei keadaan yang terjadi di lapangan.
 Menambah usaha lain yaitu membuat lapak namun belum
terealisasi baru berjalan bulan februari 2015, penyewaan lahan
pasar malam.
Salah satu alasan klasik penumpang lebih memilih terminal bayangan dari
pada terminal resmi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar adalah
masyarakat atau penumpang itu maunya simple dan instan, kalau di
terminal resmi ribet dan terlalu banyak yang perlu di bayar.
Usaha yang dilakukan mengatasi terminal liar dimana terminal liar ini
merupakan salah satu faktor pendukung target penerimaan retribusi
terminal tidak tercapai, walaupun sebenarnya Perusahaan Daerah Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan untuk
memberantas terminal liar dan sebenarnya tugas pokok PD Terminal
Regional Daya (TRD) hanya sebatas pelayanan dan pengelolaan semua
asset yang ada di dalam cakupan wilayah terminal, adapun usaha untuk
mengatasi terminal liar dengan membentuk tim terpadu yang terdiri dari
beberapa unsur: dishub, lantas(DJR/direktorat jalan raya), Denpom (karena
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mobil-mobil yang ada di terminal liar ada yang membakup dan yang
membakup ada tentara dan polisi), Propam,provos angkatan udara,satpol
sebagai penegakan perda.dengan asumsi biaya 40jt perbulan yang dibayar
oleh kami Perusahan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar. Memang saat dibentuknya tim terpadu ini terminal liar sudah
tidak ada lagi, karena kalau ada mobilnya langsung digembosi,ditilang. Tapi
yang didapatkan tidak seimbang dengan yang di keluarkan dengan
pemasukan kalau kita melakukan hal ini.
Waktu 2014 wali kota (dani pomanto), membentuk tim yang di ketuai oleh
kepala Dishub untuk memberantas terminal liar, tapi tim ini tidak berjalan
alasannya bahwa apa yang di dapatkan dilapangan ternyata keras, karena
terlalu banyak yang bakup orang yang berpangkat.
Dari hasil wawancara diatas penulis meyimpulkan bahwa proses
pemungutan retribusi ini sangat alot akan banyak faktor penghambat tercapainya
efektivitas pemungutan Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassaar,
dimana faktor yang memiliki pengaruh penghambat yang besar adalah
munculnya terminal liar yang sudah ditangani sampai bersih selama beberapa
waktu, namun karena estimasi untuk penanganannya tidak seimbang antara
pemasukan dan pengeluaran PD, maka penangannya dihentikan dan setelah
dihentikan tindak penanganan terminal liar tumbuh kembali bak jamur dimusim
hujan. Bahkan pak wali kota sendiri mengakui dan angkat tangan akan kasus ini
karena beliau melihat kenyataan di lapangan terlalu keras dan sarat akan campur
tangan orang yang berpangkat. Kembali ke masalah pertama wawancara dengan
Pak Muhsindi mana beliau beserta stafnya melakukan sosialisasi kepada setiap
PO (Perusahaan Otobus) untuk menaik turunkan penumpangnya di terminal
melalui himbauan tertulis saya rasa belum terealisasi atau belum ada dampak
positifnya secara maksimal karena kenyataan dilapangan para PO (Perusahaan
Otobus) tersebut masih saja menaik turunkan penumpangnya di tempat selain
terminal.
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Selanjutnya terkait masalah komunikasi terhadap bawahan mengenai
masalah pemungutan retribusi terminal dengan melakukan musyawarah yang
membahas masalah target, penulis menyimpulkan bentuk komunikasinya sudah
tepat namun perlu adanya pengawasan langsung yang harus membentuk tim
khusus untuk mengawasi karena kalau hanya pengawsan melekat saja sesuai
dengan yang di utarakan oleh Pak Muhsin belum sepenuhnya efektif, karena
rawan mengakibatkan terjadinya penyelewengan tugas yakni rawan terjadinya
kecurangan. Dikhawatirkan uang retribusi yang seharusnya disetor bisa saja
tidak sesuai dengan yang di dapatkan dilapangan.
Bentuk motivasi kepada karyawan dengan memberikan intensif bilamana
target pemungutan mengalami kenaikan, penulis rasa tidak efektif karena hasil
yang di peroleh karyawan staf peron hanya berpatok pada jumlah pengunjung
yang datang, jadinya hasil yang di dapatkan akan meningkat bilamana pas pada
musim penumpang.
Terkait masalah kiat-kiat peningkatan target pemungutan, yang pertama
masalah peningkatan pengawasan yang juga sangat erat kaitannya dengan tim
uji petik yang dibentuk hal ini sudah sangat bagus namun yang terjadi di
lapangan berdasarkan pengamatan peneliti tidak ada realisasi nyata
pengawasan yang di lakukan oleh terminal sehingga menyebabkan target
pemungutan tidak tercapai, seharusnya kalau mau meningkatkan pendapatan
terminal ya harus dilakukan pengawasan secara ketat dan sesuai dengan
wacana pengawasan Terminal itu sendiri. Selanjutnya untuk meningkatkan
pendapatan yakni dengan membuka lapak dan penyewaan lahan pasar malam
saya rasa sudah sangat maksimal namun hal yang sebaiknya dilakukan oleh staf
terminal yakni meningkatkan pelayanan dan memperbaiki infrastruktur terminal
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itu sendiri sehingga pengunjung tertarik untuk masuk ke dalam terminal dan
kalau perlu pengunjung atau penumpang dimanjakan dengan fasilitas yang
bagus dan layak sehingga pengunjung tertarik untuk datang lagi.
Wawancara proses pemungutan Retribusi terminal dengan staf peron 1 (Bu
St. Rahma, Pak Heri).
“Target jumlah pemungutan dari atasan perhari itu 300ribu/hari,namun yang
bisa didapat perhari itu cuman kisaran 70-100ribu/hari, selama ini target
tidak pernah di dapat karena target ditentukan dari jumlah
pengunjung/penumpang yang datang”.
Wawancara proses pemungutan Retribusi Terminal dengan staf peron 2
(mukhtar)
“Khusus peron disini tidak ada target dari atas karena kebanyakan
penumpang masuk di peron 1, yang didapat perhari hanya 50 dan biasa
juga 60ribu”.
Wawancara proses pemungutan retribusi terminal dengan staf peron 3
(Lusi)
“Kalau di peron ini targetnya itu 800ribu perhari, sedangkan yang didapat
perhari mulai dari 400-435ribu saja jadi targetnya tidak bisa tercapai. Target
baru bisa dicapai kalau musim mudik”.
Wawancara dengan petugas parkir Terminal Regional Daya (TRD) kota
Makassar (safaruddin)
“yang bisa didapat disini Cuma 20-40ribu perhari sedangkan targetnya
sampai 200ribu pak, ini karena kurangnya perhatian dari atasan untuk
membenahi terminal ini pak”.
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Berdasarkan wawancara penulis dari peron 1-3 dan petugas parkir
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwasanya target yang sebelumnya ditetapkan oleh atasan
dalam hal ini Dirut Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar, tidak dapat dicapai karena target tidak sesuai dengan jumlah
pengunjung/pengguna jasa terminal yang datang. Dan target baru bisa di capai
pada musim mudik saja atau musim penumpang saja. Sehingga para petugas
peron tidak bisa mendapatkan insentif dari atasan. Dan adalah hal-hal yang
merupakan salah satu kegagalan dalam tercapainya efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Wawancara proses pemungutan tagihan listrik, sekretaris kelistrikan
(Wahyuni)
“Kebanyakan banyak yang menunggak tagihannya, ada yang sampai
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bahkan ada yang marah-marah
saat saya tagih katanya tidak sesuai dengan jumlah tagihan saya. Nah ini
dek salah satu penyebab kurangnya pemasukan di Perusahaan Daerah
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar ini”.
Berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris kelistrikan Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar, penulis menyimpulkan bahwa proses
pemungutan retribusi terminal di bagian jasa listrik tidak berjalan secara efektiv
karena terlalu banyak pelanggan yang menunggak tagihannya.
Wawancara dengan kepala keamanan Terminal Regional Daya (TRD) kota
Makassar (Daeng Haeruddin).
“Disini dek, ada yang memungut retribusi tapi bukan pegawai namun
memakai baju pegawai sehingga uang yang di terima tidak masuk ke kas
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, dan orang itu tidak
memberikan karcis ke pengunjung dan pengunjung yang tidak
mengetahuinya langsung memberikan uang saja ke dia, saya sudah lapor
ke atas tapi tidak ada tanggapan.”
109
Kesimpulan penulis berdasarkan wawancara dengan Daeng Haeruddin,
adalah kurang tegasnya atasan dalam menindak lanjuti hal negative yang terjadi
di lapangan sehingga menyebabkan hal ini terjadi sehingga target pemungutan
tidak tercapai yang menyebabkan efektivitas pemungutan retribusi Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak tercapai.
Wawancara dengan sopir Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
(Rustam)
“buat apa masuk disini dek, tidak ada kehidupan disini, terminal disini
sudah beralih fungsi menjadi tempat transit saja dek, ini karena adanya
terminal liar di luar,saran saya mobil yang menaik turunkan penumpang di
kota mustinya di cekal itu dek, tapi maumi di apa terlalu banyak
kepentingan politik di sini dek, kami sebagai warga biasa tidak bisa berbuat
banyak”.
Kesimpulan penulis berkaitan dengan wawancara dengan sopir diatas,
karena kekecawaan sopirlah kepada pemerintah sehingga sang sopir
mengeluarkan kata-kata diatas, yang membuat mata pencaharian sang sopir
tidak stabil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang juga merupakan masalah
yang urgen yang menghambat tercapainya efektivitas Pemungutan Retribusi
Terminal (TRD) Kota Makassar.
Wawancara dengan pengunjung/pengguna jasa Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar (Risna)
“suasananya disini sudah sangat jauh dari layak pakai dek, itu saja pas
masuk di parkiran,peron dan ruang tunggu sudah jauh dari kelayakan
terminal,mengapa karena kurang terawatt dek dan sekarang sudah sangat
sepi, saya masuk disini karena jam-jam begini tidak ada mobil di terminal
bayangan yang kekampung saya dek, jadi saya masuk disini, tapi kalau
masalah pelayanan staf peronnya lumayan ramahlah. Dan kios2 disini serta
bangunan lainnya kurang memperhatikan kebersihannya”.
Kesimpulan penulis atas wawancara dengan Bu Risna, adalah faktor
penghambat pengunjung/penumpang malas masuk ke terminal karena suasana
terminal tidak terawat dengan baik dan ribet apa-apanya di dalam, kalau di luar
(terminal bayangan) simple gak pake repot, inipun si ibu masuk dalam keadaaan
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terpaksa, hal ini juga merupakan penghambat terjadinya efektivitas pemungutan
retribusi Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
Berdasarkan indikator pengukuran pencapaian efektivitas dalam
pendekatan proses yang terdiri dari lima poin dengan memperhatikan data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat di simpulkan
bahwa :
1. Perhatian atasan terhadap karyawan dan saling percaya.
Sangat bagus karena atasan memberikan intensif bagi karyawan
yang mencapai target, namun jarang terealisasi targetnya karena
kurangnya pengunjung atau penumpang.
2. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar
Sudah lumayan, salah satunya dengan melakukan musyawarah dan
motivasi kepada setiap bawahan namun masih perlu dibenahi
karena masih ada juga staf lapangan yang mengeluh atas sikap
atasan.
3. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
Tindakan pengawasan terhadap mengatasi terminal bayangan yang
dilakukan dilapangan masih perlu ditingkatkan, tapi kalau dilihat dari
sisi anggaran yang di keluarkan lebih banyak dari penerimaan yang
diterima.
4. Usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Usaha yang dilakukan masing-masing individu sudah maksimal,
namun usaha yang dilakukan tidak sejalan dengan realita
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dilapangan yang membutuhkan kerja ekstra dalam mewujudkan
target ataupun tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
5. Masing-masing orang/kelompok dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan lancar
Dari staf kantor dan lapangan sudah melaksanakan tugas sesuai
funsinya masing-masing namun karena kurangnya pengawasan
yang dilakukan di peron 3 sehingga biasa ada yang memungut
retribusi namun tidak di setorkan ke penerimaan retribusi terminal
dan juga adanya sebagian objek retribusi yang tidak mau membayar
retribusi misalnya saja salah seorang penghuni kios yang
menunggak tagihan listriknya sampai tahunan tapi tidak mau
membayar, jadi yang diperlukan disini tindakan tegas dari atasan
untuk menangani hal ini sehingga dapat memaksimalkan
pendapatan retribusi.
Dengan melihat indikator pengukuran pencapaian efektivitas dalam
pendekatan proses diatas yang masih belum sejalan antara point indikator
tersebut dengan realita dilapangan, maka penulis menyimpulkan pemungutan
retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak efektif,
karena pemungutan retribusi terminal baru bisa dikatakan efektif apabila semua
kriteria pengukuran pencapaian efektivitas dalam pendekatan proses terpenuhi
atau sejalan dengan realita yang terjadi.
V.2.3. Pendekatan Sasaran
Sasaran Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar.
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Pendekatan ini mengukur efektivitas yang diawali dengan identifikasi
terhadap sasaran organisasi dan tingkat keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yang amat penting dalam pengukuran
pendekatan ini adalah sasaaran yang sebenarnya aspek output yakni dengan
mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yang
direncakan.
Adapun gambaran target dan realisasi penerimaan anggaran terminal
regional daya (TRD) kota Makassar, dan daftar rekapitulasi perbulan terkait
penerimaan/pendapatan terminal regional daya (TRD) kota Makassar untuk
menjadi bahan acuan dalam menilai pencapain target dan sasarannya.
Tabel 6. Presentase Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2011-2014 Di








1 2011 3.716.432.900 3.366.173.764 90.57%
2 2012 4.147.984.000 3.074.159.125 74.11%
3 2013 4.626.285.124 3.796.154.195 82.05%
4 2014 5.360.998.460 4.433.183.739 82.75%
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2014.
Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa presentase penerimaan retribusi
terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar tahun 2011 (90.57%)
presentasi tahun ini hampir mencapai target hal tersebut didukung oleh adanya
tim terpadu yang bertugas menghalau adanya terminal liar di Jl. Perintis
Kemerdekaan. Tahun 2012 (74.11%) tidak mencapai target disebabkan oleh
banyaknya angkutan pribadi (berplat hitam) yang mengambil penumpang
langsung di rumahnya, faktor cuaca yang ekstrim, banyaknya angkutan pribadi.
113
Tahun 2013 (82.05%) ada peningkatan hal ini di dudukung oleh adanya
peningkatan tarif peron yang dulunya dari Rp.500 menjadi Rp.1000. Tahun 2014
(82.75%) ada lagi peningkatan walaupun hanya sedikit hal ini dikarenakan pihak
PD. Terminal melakukan usaha sewa lahan dan kios.
Tabel 7. Daftar Rekapitulasi Perbulan Penerimaan/Pendapatan Terminal
Regional Daya (TRD) Kota Makassar untuk Bulan Januari sampai
Desember 2014.
NO BULAN PENDAPATAN (Rp) PRESENTASE (%)
1 JANUARI 407.492.334 9,2%
2 FEBRUARI 293.153.256 6,6%
3 MARET 381.054.620 8,6%
4 APRIL 351.314.304 7,9%
5 MEI 350.771.177 7,9%
6 JUNI 394.323.621 8,9%
7 JULI 387.654.484 8,7%
8 AGUSTUS 405.630.058 9,1%
9 SEPTEMBER 392.918.336 8,9%
10 OKTOBER 387.756.550 8,7%
11 NOVEMBER 326.095.000 7,4%
12 DESEMBER 355.019.999 8%
JUMLAH 4.433.183.739 100%
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2014.
Jika dilihat dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dari Pendekatan
Sumber dan Pendekatan Proses arti kata dari pencapaian Efektivitas organisasi
dalam hal ini Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, belumlah dikatakan
terwujud karena pada dasarnya sumber dan prosesnya saja belumlah sesuai
dengan apa yang di dapat dari data pusat dengan yang terjadi di lapangan
sehingga efektivitas pemungutan retribusi terminal tidak terwujud apa tah lagi
untuk sampai ke tataran pendekatan sasaran pastinya jauh sekali dari kata
tercapainya tujuan sasaran. Karena sumber dan prosesnya saja tidak bagus apa
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tah lagi sasarannya. Dan dengan memperhatikan table diatas langsung dapat
dipahami bahwa Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar belum tercapai sebagaimana mestinya.
Tabel 8. Target dan realisasi kontribusi pemungutan retribusi terminal di Terminal







1 2011 230.265.000 230.265.000 100%
2 2012 192.176.248 192.176.248 100%
3 2013 192.176.000 192.176.000 100%
4 2014 110.000.000 - -
Sumber: Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, 2015
Dari Tabel 8 mengenai target dan realisasi kontribusi pemungutan retribusi
terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat diketahui bahwa presentase kontribusi
terhadap PAD yang diperoleh dari tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah 100%,
artinya target yang telah dicanangkan sudah terealisasi hal ini terjadi karena
adanya upaya dari pihak PD.Terminal Regional Daya (TRD) untuk mengatasi
terminal bayangan yang merupakan salah satu masalah yang menggerogoti
kelancaran pemasukan pemungutan retribusi Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar yang akan memiliki efek terhadap pemasukan PAD dengan
membentuk tim terpadu yang terdiri dari Kecamatan,Koramil, Polsek,Dirlantas,
Polda Sulsel, Pom, Denpom dan provos. Dan untuk tahun 2014 target kontribusi
pemungutan retribusi terminal terhadap PAD tidak terealisasi sama sekali, hal ini
di latarbelakangi oleh adanya penutupan yang dilakukan oleh pendemo yang
115
mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Pekerja Terminal (GPT), sehingga
menyebabkan target tersebut tidak dapat terealisasi.
Adapun Indikator yang digunakan disini dalam mengukur efektivitas
pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar
berdasarkan pendekatan sasaran adalah terealisasinya target yang
direncanakan. Dan jika dilihat dari tabel 8 tentang target dan realisasi
penerimaan retribusi tahun 2011-2014 Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar dapat disimpulkan bahwa semua target yang telah direncanakan
sebelumnya belum pernah mencapai target, meskipun ada peningkatan jika
presentasenya di lihat dari tahun 2012-2014 dari 74.11% menjadi 82.75% namun
sebenarnya targetnya belum pernah terealisasi sehingga dengan mengacu pada
terealisasinya target yang merupakan ukuran efektivitas pemungutan retribusi
terminal dalam pendekatan sasaran, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan





Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang di ajukan
sebagai berikut:
1. Dari hasil peneltian penulis dilapangan bahwa efektivitas pemungutan
retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar, belum
maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga
menyebabkan pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional Daya
(TRD) Kota Makassar tidak Efektif. Hal ini di sebabkan oleh tidak
terealisasinya target yang telah ditentukan karena dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor intern (sebagian pegawai PD.Terminal Regional Daya (TRD)
Kota Makassar yang tugas dan tanggung jawab di lapangannya saling
tumpang tindih) dan ekstern (Dalam hal ini pengguna jasa terminal itu sendiri
yakni sopir dan penumpang yang tidak mengindahkan peraturan terminal
untuk menaik dan menurunkan penumpang di dalam terminal serta
penumpang itu sendiri sebagian besar tidak masuk dalam terminal) dalam
Perusaahan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar.
2. Dari Pendekatan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Pemungutan
Retribusi Terminal dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi terminal
di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar tidak efektif. Hal ini terlihat
dari :
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a. Pendekatan Sumber yaitu sumber pemungutan retribusi terminal yang di
peroleh di lapangan terdapat berbagai kendala teknis dan faktor
penghambat sehingga sumber pemungutan retribusi yang di dapatkan
tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Dan indikator pengukuran
efektivitas dalam pendekatan sumber tidak terpenuhi. Sehingga
pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar tidak efektif.
b. Pendekatan Proses yaitu dimana dalam proses pemungutan retribusi
terminal terdapat beberapa kendala-kendala teknis di lapangan salah
satunya terjadi tumpang tindih tugas dilapangan, dan juga kurangnya
pengawasan dari pimpinan sehingga proses pemungutan retribusi
terminal tidak berjalan secara efektif. Dan indikator yang digunakan
untuk mengukur pencapain efektivitas dalam pendekatan proses tidak
terpenuhi sehingga pemungutan retribusi terminal di Terminal Regional
Daya (TRD) Kota Makassar tidak efektif, karena pemungutan retribusi
terminal baru bisa dikatakan efektif apabila semua kriteria pengukuran
pencapaian efektivitas dalam pendekatan proses terpenuhi.
c. Pendekatan Sasaran yaitu target pemungutan retribusi Terminal harus
terealisasi namun yang terjadi di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar tidak sesuai dengan target yang di canangkan setiap tahun
atau target tidak pernah terwujud ataupun terealisasi. Sehingga
pemungutan retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar tidak efektif. Karena yang indikator yang digunakan mengukur
efektivitas pemungutan retribusi terminal dalam pendekatan sasaran
adalah terealisasinya target.
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Ketiga pendekatan diatas yang digunakan untuk mengukur efektivitas
pemungutan retribusi terminal sebenarnya bisa menjadikan pemungutan
retribusi terminal efektif jika kesemua indikator dalam pendekatan tersebut
dapat diwujudkan, namun pendekatan yang dapat digunakan ataupun
dominan untuk menjadikan pemungutan retribusi terminal efektif yakni
pendekatan proses dengan catatan terpenuhinya indikator pengukuran
dalam pendekatan proses dan semua pihak intern dan ekstern dalam PD.
Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar saling bekerjasama demi
memenuhi ataupun mewujudkan indikator pengukuran tersebut. Sehingga
pemungutan retribusi terminal dapat dikatakan efektif.
VI.2. SARAN
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-
saran sebagai berikut :
1. Pentingnya Pemerintah Kota Makassar dan Jajaran Instansi terkait
untuk mengoptimalkan Efektivitas pemungutan retribusi sesuai dengan
fungsi, visi misi dan sasaran yang diinginkan dalam rangka terwujudnya
target pemungutan retribusi Terminal yang telah dicanangkan. Dalam
hal ini Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya (TRD) Kota
Makassar sebagai pelaksana diharapkan untuk mengintensifkan
sosialisasi kepada masyarakat, memotivasi dan mengawasi kinerja
bawahan agar lebih komitmen dalam menjalankan tugasnya sehingga
terwujud efektivitas pemungutan retribusi terminal.
2. Diharapkan kepada pemerhati masalah ini, lembaga swadaya
masyarakat, PO (Perusaahaan Otobus), lembaga pendidikan dan
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pemberdayaan , stakeholder dan elemen masyarakat lainnya untuk
mengambil peran dan berpartisipasi dalam mendukung pemungutan
retribusi terminal demi tercapainya target pemungutan.
3. Mengundang petinggi-petinggi yang terkait dalam hal ini di pimpin oleh
walikota untuk membicarakan akar permasalahan dari munculnya
terminal bayangan yang merupakan faktor utama penghambat
penerimaan retribusi terminal yang menjadikan tidak efektivnya
penerimaan retribusi tersebut. Untuk menangani permasalahan tersebut
secara berkelanjutan agar nantinya penerimaan retribusi terminal dapat
menjadi efektiv.
4. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi peraturan yang
dibuat oleh Pemerintah Kota, Dishub dan pengelola Terminal dengan
baik dan jika ada keluhan mengenai masalah pemungutan agar segera
melapor ke Pimpinan Terminal untuk dicarikan solusinya.
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